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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Kementerian Rapat Kerja Komisi II DPR RI 1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu
ATR/BPN RI dengan Wakil Menteri Anggaran Kementerian Agraria Dan

ATR/BPN RI, dengan agenda Tata Ruang/Badan Pertanahan
penyesuaian RKA K/L sesuai Nasional (Kementerian ATR/BPN)
hasil pembahasan Badan sebesar Rp7.583.326.458.000,-
Anggaran DPR RI dan (Twjuh triliun lima ratus delapan
penetapan pagu alokasi puluh tiga miliar tiga ratus dua
anggaran tahun 2023. puluh enam juta empat ratus

lima puluh delapan ribu rupiah),

untuk ditetapkan sebagai Pagu

Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)

Kementerian ATR/BPN Tahun

2023, dengan pengalokasian

anggaran perprogram sebagai

berikut:

a. Program Dukungan Manajemen :
Rp4.579.543.388.000,- (Empat
triliun lima ratus tujuh puluh
sembilan miliar lima ratus empat

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

puluh tiga juta tiga ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah).

b. Program Pengelolaan dan
Pelayanan Pertanahan:
Rp2.774.264.779.000,- (Dua
triliun tujuh ratus tujuh puluh
empat miliar dua ratus enam
puluh empat juta tujuh ratus
tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

c. Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang:
Rp229.518.291.000,- (Dua ratus
dua puluh sembilan miliar lima
ratus delapan belas juta dua
ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
Kementerian ATR/BPN sebesar
Rp3.500.000.000.000,- (Tiga
triliun lima ratus miliar rupiah)
dan meminta kepada Badan
Anggaran DPR RI untuk memenuhi
usulan tambahan anggaran
tersebut, serta menambahkannya
ke dalam Pagu Alokasi Anggaran
(Pagu Definitif) Kementerian
ATR/BPN tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

3. Komisi II DPR RI dan Kementerian

ATR/BPN bersepakat untuk
membahas secara mendalam
terkait keberadaan, mekanisme,
dan progres kegiatan Bank Tanah
pada rapat kerja yang akan datang.

2. Kementerian
Sekretariat Negara,
Sekretariat
Kabinet, dan
Kantor Staf
Presiden.

Rapat Kerja/Rapat Dengar
Pendapat Komisi II DPR RI
dengan Menteri Sekretaris
Negara, Sekretaris Kabinet,
dan Kepala Staf Kepresidenan,
dengan agenda penyesuaian
RKA K/L sesuai hasil
pembahasan Badan Anggaran
DPR RI dan penetapan pagu
alokasi anggaran tahun 2023.

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Kementerian Sekretariat
Negara tahun 2023 sebesar sebesar
Rp2.609.749.781.000,- (Dua
triliun enam ratus sembilan
miliar tujuh ratus empat puluh
sembilan juta tujuh ratus
delapan puluh satu ribu rupiah)
termasuk di dalamnya pagu
anggaran Kantor Staf Presiden
(KSP) sebesar
Rp121.778.584.000,- (Seratus
dua puluh satu miliar tujuh
ratus tujuh puluh delapan juta
lima ratus delapan puluh empat
ribu rupiah), untuk ditetapkan
sebagai Pagu Alokasi Anggaran
(Pagu Definitif) Kementerian
Sekretariat Negara Tahun 2023,
dengan pengalokasian anggaran
perprogram sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen:
Rp1.326.292.621.000,- (Satu

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

triliun tiga ratus dua puluh enam
miliar dua ratus sembilan puluh
dua juta enam ratus dua puluh
satu ribu rupiah).

b. Program Penyelenggaraan
Layanan kepada Presiden dan
Wakil Presiden:
Rp1.283.457.160.000,- (Satu
triliun dua ratus delapan puluh
tiga miliar empat ratus lima puluh
tujuh juta seratus enam puluh
ribu rupiah).

2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu
Anggaran Sekretariat Kabinet
sebesar Rp352.292.228.000,-
(Tiga ratus lima puluh dua
miliar dua ratus sembilan puluh
dua juta dua ratus dua puluh
delapan ribu rupiah), untuk
ditetapkan sebagai Pagu Alokasi
Anggaran (Pagu Definitif)
Sekretariat Kabinet Tahun 2023,
dengan pengalokasian anggaran
perprogram sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp308.229.378.000,- (Tiga ratus
delapan miliar dua ratus dua
puluh sembilan juta tiga ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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b. Program Penyelenggaraan
Layanan kepada Presiden dan
Wakil Presiden:
Rp44.062.850.000,- (Empat
puluh empat miliar enam puluh
dua juta delapan ratus lima puluh
ribu rupiah).

3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

pembukaan pencadangan anggaran
(automatic adjustment) Sekretariat
Kabinet tahun anggaran 2022
sebesar Rp11.652.932.000,-
(Sebelas miliar enam ratus lima
puluh dua juta sembilan ratus
tiga puluh dua ribu rupiah),
untuk memenuhi kekurangan
anggaran belanja gaji pegawai dan
kebutuhan anggaran belanja
barang dalam rangka pelaksanaan
kegiatan prioritas.

3. Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi, Badan
Kepegawaian
Negara, Lembaga
Administrasi
Negara, Komisi
Aparatur Sipil

Rapat Kerja/Rapat Dengar
Pendapat Komisi II DPR RI
dengan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi RI, Kepala Badan
Kepegawaian Negara RI,
Kepala Lembaga Administrasi
Negara RI, Ketua Komisi
Aparatur Sipil Negara RI,

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PANRB) tahun 2023
sebesar Rp287.743.164.000,-
(Dua ratus delapan puluh tujuh
miliar tujuh ratus empat puluh
tiga juta seratus enam puluh
empat ribu rupiah), sudah

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 September 2022)

NO INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Negara, Arsip
Nasional,
Ombudsman.

Kepala Arsip Nasional RI, dan
Ketua Ombudsman RI,
dengan agenda penyesuaian
RKA K/L sesuai hasil
pembahasan Badan Anggaran
DPR RI dan penetapan pagu
alokasi anggaran tahun 2023,
hari Selasa, 20 September
2022.

termasuk pagu anggaran untuk

Komisi Aparatur Sipil Negara atau

KASN sebesar Rp55.935.718.000,-

(Lima puluh lima miliar

sembilan ratus tiga puluh lima

Jjuta tujuh ratus delapan belas

ribu rupiah), untuk ditetapkan

sebagai Pagu Alokasi Anggaran

(Pagu Definitif) Kementerian PANRB

Tahun 2023, dengan pengalokasian

anggaran perprogram sebagai

berikut:

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp218.923.029.000,- (Dua ratus
delapan belas miliar sembilan
ratus dua puluh tiga juta dua
puluh sembilan ribu rupiah).

b. Program Kebijakan, Pembinaan
Profesi dan Tata Kelola ASN:
Rp68.820.135.000,- (Enam puluh
delapan miliar delapan ratus dua
puluh juta seratus tiga puluh lima
ribu rupiah).

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
Kementerian PANRB sebesar
Rp192.232.272.000,- (Seratus
sembilan puluh dua miliar dua
ratus tiga puluh dua juta dua
ratus tujuh puluh dua ribu

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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INFO SINGKAT
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rupiah) dan usulan tambahan
anggaran KASN sebesar
Rp4.300.000.000,- (Empat miliar
tiga ratus juta rupiah), dan
meminta kepada Badan Anggaran
DPR RI untuk memenuhi usulan
tambahan anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
Kementerian PANRB tahun 2023
melalui pembahasan di Badan
Anggaran DPR RIL

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Badan Kepegawaian
Negara (BKN) tahun 2023 sebesar
Rp608.372.344.000,- (Enam
ratus delapan miliar tiga ratus
tujuh puluh dua juta tiga ratus
empat puluh empat ribu rupiah),
untuk ditetapkan sebagai Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
BKN Tahun 2023, dengan
pengalokasian anggaran
perprogram sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp548.847.345.000,- (Lima ratus
empat puluh delapan miliar
delapan ratus empat puluh tujuh
juta tiga ratus empat puluh lima
ribu rupiah).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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b. Program Kebijakan, Pembinaan,
Profesi, dan Tata Kelola ASN:
Rp59.524.999.000,- (Lima puluh
sembilan miliar lima ratus dua
puluh empat juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu
rupiah).

4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
BKN sebesar Rp29.582.603.000,-
(Dua puluh sembilan miliar lima
ratus delapan puluh dua juta
enam ratus tiga ribu rupiah), dan
meminta kepada Badan Anggaran
DPR RI untuk memenuhi usulan
tambahan anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
BKN tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Lembaga Administrasi
Negara (LAN) tahun 2023 sebesar
Rp323.162.174.000,- (Tiga ratus
dua puluh tiga miliar seratus
enam puluh dua juta seratus
tujuh puluh empat ribu rupiah),
untuk ditetapkan sebagai Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAN Tahun 2023, dengan
pengalokasian anggaran
perprogram sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp261.093.124.000,- (Dua ratus
enam puluh satu miliar sembilan
puluh tiga juta seratus dua puluh
empat ribu rupiah).

b. Program Kebijakan, Pembinaan,
Profesi, dan Tata Kelola ASN:
Rp62.069.050.000,- (Enam puluh
dua miliar enam puluh sembilan
juta lima puluh ribu rupiah).

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) tahun 2023
sebesar Rp286.634.533.000,-
(Dua ratus delapan puluh enam
miliar enam ratus tiga puluh
empat juta lima ratus tiga puluh
tiga ribu rupiah), untuk
ditetapkan sebagai Pagu Alokasi
Anggaran (Pagu Definitif) ANRI
Tahun 2023, dengan pengalokasian
anggaran perprogram sebagai
berikut:
a. Program Dukungan Manajemen:
Rp218.179.381.000,- (Dua ratus
delapan belas miliar seratus tujuh

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh satu ribu rupiah).

b. Program Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional:
Rp68.455.152.000,- (Enam puluh
delapan miliar empat ratus lima
puluh lima juta seratus lima
puluh dua ribu rupiah).

7. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
ANRI sebesar Rp75.009.470.000,-
(Tujuh puluh lima miliar
sembilan juta empat ratus tujuh
puluh ribu rupiah), dan meminta
kepada Badan Anggaran DPR RI
untuk memenuhi usulan tambahan
anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
ANRI tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) tahun 2023 sebesar
Rp248.327.920.000,- (Dua ratus
empat puluh delapan miliar tiga
ratus dua puluh tujuh juta
sembilan ratus ddua puluh ribu
rupiah), untuk ditetapkan sebagai

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Pagu Alokasi Anggaran (Pagu
Definitif) ORI Tahun 2023, dengan
pengalokasian anggaran
perprogram sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp208.321.712.000,- (Dua ratus
delapan miliar tiga ratus dua
puluh satu juta tujuh ratus dua
belas ribu rupiah).

b. Program Pengawasan
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik: Rp40.006.208.000,-
(Empat puluh miliar enam juta
dua ratus delapan ribu rupiah).

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
ORI sebesar Rp21.011.150.000,-
(Dua puluh satu miliar sebelas
Jjuta seratus lima puluh ribu
rupiah), dan meminta kepada
Badan Anggaran DPR RI untuk
memenuhi usulan tambahan
anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
ORI tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

4. KPU dan Bawaslu

Rapat Dengar Pendapat
Komisi II DPR RI dengan

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Komisi Pemilihan Umum

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Ketua KPU RI dan Ketua
Bawaslu RI, dengan agenda
penyesuaian RKA K/L sesuai
hasil pembahasan Badan
Anggaran DPR RI dan
penetapan pagu alokasi
anggaran tahun 2023.

RI (KPU RI) tahun 2023 sebesar
Rp15.987.872.001.000,- (Lima
belas triliun sembilan ratus
delapan puluh tujuh miliar
delapan ratus tujuh puluh dua
Jjuta seribu rupiah), untuk
ditetapkan sebagai Pagu Alokasi
Anggaran (Pagu Definitif) KPU RI
Tahun 2023, dengan pengalokasian
anggaran perprogram sebagai
berikut :

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp1.993.456.627.000,- (Satu
triliun sembilan ratus sembilan
puluh tiga miliar empat ratus lima
puluh enam juta enam ratus dua
puluh tujuh ribu rupiah).

b. Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi:
Rp13.994.415.374.000,- (Tiga
belas triliun sembilan ratus
sembilan puluh empat miliar
empat ratus lima belas juta tiga
ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah).

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
KPU RI sebesar
Rp7.869.445.225.000,- (Tujuh

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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triliun delapan ratus enam
puluh sembilan miliar empat
ratus empat puluh lima juta dua
ratus dua puluh lima ribu
rupiah), dan meminta kepada
Badan Anggaran DPR RI untuk
memenuhi usulan tambahan
anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
KPU RI tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI)
tahun 2023 sebesar
Rp7.103.821.817.000,- (Tujuh
triliun seratus tiga miliar
delapan ratus dua puluh satu
juta delapan ratus tujuh belas
ribu rupiah), untuk ditetapkan
sebagai Pagu Alokasi Anggaran
(Pagu Definitif) Bawaslu RI Tahun
2023, dengan pengalokasian
anggaran perprogram sebagai
berikut :
a. Program Dukungan Manajemen:
Rp1.469.601.817.000,- (Satu
triliun empat ratus enam puluh

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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sembilan miliar enam ratus satu
juta delapan ratus tujuh belas
ribu rupiah).

b. Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi:
Rp5.634.220.000.000,- (Lima
triliun enam ratus tiga puluh
empat miliar dua ratus dua puluh
juta rupiah).

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
Bawaslu RI sebesar
Rp6.069.464.311.000,- (Enam
triliun enam puluh sembilan
miliar empat ratus enam puluh
empat juta tiga ratus sebelas
ribu rupiah), dan meminta kepada
Badan Anggaran DPR RI untuk
memenuhi usulan tambahan
anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
Bawaslu RI tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

Dengan catatan Fraksi Partai
Demokrat belum menyetujui poin
kesimpulan nomor 4

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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5. Kementerian Rapat Kerja/Rapat Dengar 1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu
Dalam Pendapat Komisi II DPR RI Anggaran Kementerian Dalam
Negeri/BNPP, dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023

DKPP, dan BPIP.

Negeri/Kepala BNPP, Ketua
Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, dan
Kepala Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila, dengan
agenda penyesuaian RKA K/L
sesuai hasil pembahasan
Badan Anggaran DPR RI dan
penetapan pagu alokasi
anggaran tahun 2023.

sebesar Rp2.981.302.990.000,-

(Dua triliun sembilan ratus

delapan puluh satu miliar tiga

ratus dua juta sembilan ratus
sembilan puluh ribu rupiah),
termasuk di dalamnya pagu
anggaran Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP)

sebesar Rp26.100.000.000 (Dua

puluh enam miliar seratus juta
rupiah), untuk ditetapkan sebagai

Pagu Alokasi Anggaran (Pagu

Definitif) Kemendagri Tahun 2023,

dengan pengalokasian anggaran

perprogram sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Politik dan
Pemerintahan Umum sebesar
Rp197.007.706.000,- (Seratus
sembilan puluh tujuh miliar tujuh
juta tujuh ratus enam ribu
rupiah).

b. Program Tata Kelola
Kependudukan sebesar
Rp523.515.457.000,- (Lima ratus
dua puluh tiga miliar lima ratus
lima belas juta empat ratus lima
puluh tujuh ribu rupiah).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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c. Program Pembinaan Kapasitas
PemerintahanDaerah dan Desa
sebesar Rp357.480.121.000,-
(Tiga ratus lima puluh tujuh miliar
empat ratus delapan puluh juta
seratus dua puluh satu ribu
rupiah).

d. Program Dukungan Manajemen
sebesar Rp1.903.299.706.000,-
(Satu triliun sembilan ratus tiga
miliar dua ratus sembilan puluh
sembilan juta tujuh ratus enam
ribu rupiah).

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
Kemendagri sebesar
Rp1.190.552.014.235,- (Satu
triliun seratus sembilan puluh
miliar lima ratus lima puluh dua
Jjuta empat belas ribu dua ratus
tiga puluh lima rupiah) termasuk
didalamnya usulan tambahan
anggaran DKPP sebesar
Rp7.200.000.000,- (Tujuh miliar
dua ratus juta rupiah), dan
meminta kepada Badan Anggaran
DPR RI untuk memenuhi usulan
tambahan anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
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Kemendagri tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP) sebesar
Rp248.508.954.000,- (Dua ratus
empat puluh delapan miliar lima
ratus delapan juta sembilan
ratus lima puluh empat ribu
rupiah), untuk ditetapkan sebagai
Pagu Alokasi Anggaran (Pagu
Definitif) BNPP Tahun 2023, dengan
pengalokasian anggaran
perprogram sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp205.751.173.000,- (Dua ratus
lima miliar tujuh ratus lima puluh
satu juta seratus tujuh puluh tiga
ribu rupiah).

b. Program Pengelolaan Batas
Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan: Rp42.757.781.000,-
(Empat puluh dua miliar tujuh
ratus lima puluh tujuh juta tujuh
ratus delapan puluh satu ribu
rupiah).

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
BNPP sebesar
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Rp100.000.000.000,- (Seratus
miliar rupiah), dan meminta
kepada Badan Anggaran DPR RI
untuk memenuhi usulan tambahan
anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
BNPP tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu

Anggaran Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila (BPIP) tahun
2023 sebesar
Rp357.496.465.000,- (Tiga ratus
lima puluh tujuh miliar empat
ratus sembilan puluh enam juta
empat ratus enam puluh lima
ribu rupiah), untuk ditetapkan
sebagai Pagu Alokasi Anggaran
(Pagu Definitif) BPIP Tahun 2023,
dengan pengalokasian anggaran
perprogram sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen:
Rp196.435.510.000,- (Seratus
sembilan puluh enam miliar
empat ratus tiga puluh lima juta
lima ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Program Pembinaan Ideologi
Pancasila: Rp161.060.955.000,-
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(Seratus enam puluh satu miliar
enam puluh juta sembilan ratus
lima puluh lima ribu rupiah).

6. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran yang diajukan
BPIP sebesar Rp33.089.733.000,-
(Tiga puluh tiga miliar delapan
puluh sembilan juta tujuh ratus
tiga puluh tiga ribu rupiah), dan
meminta kepada Badan Anggaran
DPR RI untuk memenuhi usulan
tambahan anggaran tersebut, serta
menambahkannya ke dalam Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)
BPIP tahun 2023 melalui
pembahasan di Badan Anggaran
DPR RI.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Dalam a. Pelaksanaan | Rapat Kerja Komisi II 1. Komisi II DPR RI meminta
Negeri RI dan undang- DPR RI dengan Menteri Menteri Dalam Negeri untuk
Kementerian undang; Dalam Negeri dan menyusun kembali Rancangan
PPN/Bappenas b. Pelaksanaan | Menteri PPN/Kepala Peraturan Pemerintah (RPP)
keuangan Bappenas, dengan tentang Penataan Daerah dan
negara; agenda membahas RPP tentang Desain Besar
dan/atau mengenai pemerintahan Penataan Daerah (Desertada)
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OBJEK

wilayah
Kabupaten/Kota, pejabat
kepala daerah, design
besar penataan daerah,
dan ibu kota negara
(IKN).

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan desa, wilayah sebagai amanat Undang-Undang
pemerintah. | perbatasan, batas Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagai
pintu masuk dalam meninjau
kembali kebijakan moratorium
Pembentukan Daerah Otonomi
Baru. Untuk itu Komisi II dan
Menteri Dalam Negeri sepakat
merumuskan secara bersama
melalui kajian yang
komprehensif terkait Penataan
Daerah dan Desain Besar
Penataan Daerah (Desertada)
hingga sampai Desa/Kelurahan.

.Dalam rangka memperkuat

efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan menciptakan
tertib administrasi dan
memberikan kejelasan serta
kepastian hukum batas wilayah
desa, kecamatan,
kabupaten/kota dan Provinsi,
maka Komisi II meminta Menteri
Dalam Negeri menyelesaikan
seluruh sengketa perbatasan
dan penegasan batas
desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, dan provinsi.
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OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

3. Untuk memperkuat wilayah

perbatasan dan daerah-daerah
terdepan Indonesia serta
mengurangi sengketa
perbatasan dengan negara-
negara tetangga, Komisi II DPR
RI mendesak pemerintah
khususnya kepada Badan
Nasional Pengelolaan Perbatasan
(BNPP) untuk memberikan
perhatian khusus terhadap
daerah-daerah perbatasan dan
terdepan Indonesia dengan
penguatan wawasan
kebangsaan, serta pendekatan
pembangunan infrastruktur,
kesejahteraan ekonomi, sosial,
pertahanan, dan keamanan.

4. Terkait dengan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor
821/5492/SJ tanggal 14
September 2022 tentang
persetujuan Menteri Dalam
Negeri kepada Pelaksana Tugas
(P1t) /Penjabat (Pj)/Pejabat
Sementara (Pjs) Kepala Daerah
dalam Aspek Kepegawaian
Perangkat Daerah yang terkait
dengan kewenangan Kepala
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KETERANGAN

Daerah memberikan ijin dalam
penjatuhan hukuman atau
disiplin bagi Pejabat/ASN serta
kewenangan pengusulan alih
status kepegawaian (mutasi)
ASN, Komisi I DPR RI meminta
Menteri Dalam Negeri untuk
segera melakukan sosialisasi
kepada Plt/Pj/Pjs Kepala
Daerah tentang batasan-batasan
kewenangan Plt/Pj/Pjs secara
lebih rinci sekaligus melakukan
pengawasan secara ketat
terhadap pelaksanaannya, dan
bila diperlukan
menyempurnakan Surat Edaran
tersebut.

. Komisi II DPR RI bersama

Menteri Dalam Negeri dan
Menteri PPN /Kepala Bapenas
menyetujui Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Kewenangan Khusus
Otorita IKN sebagai amanat
Pasal 12 (Ayat 3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang IKN dengan
mempertimbangkan seluruh
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OBJEK

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
saran dan masukan dari Komisi
II DPR RI.
. Komisi II DPR RI meminta
Menteri Dalam Negeri untuk
segera menerbitkan aturan
pelaksana tentang Penunjukan
Penjabat (Pj) Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
bentuk Peraturan Menteri Dalam
Negeri.
2. | Kanwil BPN Papua Barat, . Pelaksanaan | Melakukan kunjungan
Bangka Belitung, dan undang- kerja spesifik komisi II
Kepulauan Riau undang; DPR RI terkait
. Pelaksanaan | permasalahan Tata
keuangan Ruang ke Kanwil BPN
negara; Papua Barat, Bangka
dan/atau Belitung, dan Kepulauan
. Kebijakan Riau.
pemerintah.
3. | Pemerintah Kota Medan, . Pelaksanaan | Melakukan kunjungan
Pemerintah Kab. undang- kerja spesifik komisi II
Bandung, dan Pemerintah undang; DPR RI terkait
Kab. Semarang . Pelaksanaan | permasalahan tenaga
keuangan honorer ke Pemerintah
negara; Kota Medan, Pemerintah
dan/atau Kab. Bandung, dan
. Kebijakan Pemerintah Kab.
pemerintah. | Semarang.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. RUU tentang Hukum Tanggal 15 s.d. | Komisi IIIl DPR RI belum melakukan kegiatan | ---
Acara Perdata 29 September pembahasan RUU Haper, rencananya di Reses
(selanjutnya disebut 2022. MP I TS 2022-2027 akan melakukan
dengan RUU tentang kunjungan kerja ke Negara Belanda.

HAPER).

2. RUU tentang Perubahan RDPU tanggal Pada Komisi III DPR RI melaksanakan RDPU -
Kedua atas UU Nomor 35 19 September dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia
Tahun 2009 tentang 2022. (PKNI).

Narkotika
(selanjutnya disebut
dengan RUU tentang
Narkotika).

3. Rancangan Kitab Undang- | Tanggal 15 s.d. | Komisi IIIl DPR RI belum melakukan kegiatan | RUU Carry
Undang Hukum Pidana 29 September pembahasan RKUHP, rencananya di MP II TS Over.
(RKUHP). 2022. 2022-2023 Komisi III akan RDP dengan

Wamenkumham dengan agenda
mendengarkan hasil sosialisasi Pemerintah
dengan Dewan Pers dan Komisi III akan
melakukan sosialisasi terhadap isi RKUHP ke
berbagai daerah.
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B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. 1. Kapolri Raker dan Pembahasan : 1. Raker dilaksanakan secara fisik
2. Jaksa Agung dalam hal | RDP. Penyesuaian RKA K/L dan virtual pada tanggal 21
ini diwakilkan oleh Tahun 2023 sesuai hasil September 2022.
Wakil Jaksa Agung RI pembahasan Badan 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi
3. Sekjen Mahkamah Anggaran. IIT DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies
Konstitusi RI Kadir, SH, MHum..
4. Sekjen MPR RI
5. Sekjen DPD RI

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kepolisian Daerah Kunker Spesifik | Kunker pengawasan penegakkan |1. Kunspek dilaksanakan
Provinsi Kalimantan hukum terkait dengan pada tanggal 16 sd 18
Tengah penanganan tindak pidana September 2022.
perjudian dan pencucian uang di 2. Dipimpin oleh Wakil
Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Komisi III DPR RI,
Bp Ir Pangean Khairul
Saleh, MM..
2. | Kepolisian Daerah Kunker Spesifik | Kunker pengawasan penegakkan |[1. Kunspek dilaksanakan
Provinsi Jawa Timur hukum terkait dengan pada tanggal 16 sd 18
penanganan tindak pidana September 2022.
perjudian dan pencucian uang di  |2. Dipimpin oleh Wakil
Provinsi Jawa Timur. Ketua Komisi III DPR RI,
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Provinsi Sumatera Utara

hukum terkait dengan
penanganan tindak pidana
perjudian dan pencucian uang di
Provinsi Sumatera Utara.

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Bp Dr. Ir. H. Adies Kadir,
SH, MHum..
3. | Kepolisian Daerah Kunker Spesifik | Kunker pengawasan penegakkan |[1. Kunspek dilaksanakan

pada tanggal 23 s.d. 25
September 2022.

2. Dipimpin oleh Wakil

Ketua Komisi III DPR RI,
Bp H. Ahmad Sahroni,

SE, M.I.Kom..
D. TUGAS KHUSUS
NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Komisi III DPR | Rapat Intern 1. Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal | Uji Kelayakan (fit and

RI

26 September 2022 dan melalui surat
Ketua DPR RI Nomor:
TI/1079/PW.01/09/2022 tertanggal 26
September 2022 menindaklanjuti Surat
Presiden Nomor: R-44/Pres/09/2022
tertanggal 9 September 2022 perihal
penyampaian Calon Anggota Pengganti
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Komisi III telah ditugaskan untuk
melakukan pembahasan mengenai Calon
Pengganti Pimpinan Komisi

proper test) Calon Anggota
Pengganti Pimpinan KPK
Masa Jabatan 2019-2023.
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa

Jabatan 2019-2023, yakni atas nama:

a. I Nyoman Wara, S.E., Ak., ACPA,,
CfrA., CA.

b. DR. Johanis Tanak, S.H., M.Hum.

2. Rapat Internal pada 27 September 2022
untuk membahas mengenai jadwal,
mekanisme dan tata cara terkait proses
Uji Kelayakan Calon Anggota Pengganti
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa Jabatan 2019-2023.

2. | Calon Anggota | Uji Kelayakan (fit | 1. Tanggal 28 September 2022, Komisi III

Pengganti and proper test). DPR RI kemudian melakukan Uji
Pimpinan Kelayakan terhadap kedua calon dan
Komisi dilanjutkan dengan Rapat Internal untuk
Pemberantasan memilih dan menetapkan salah satu dari
Korupsi Masa dua calon Hakim Konstitusi melalui
Jabatan 2019- mekanisme pemilihan suara terbanyak
2023. (voting). Hasil Rapat Pleno :

a. I Nyoman Wara, SE., Ak., ACPA.,
CfrA., CA. mendapat 14 suara;

b. Dr. Johanis Tanak, SH, MHum
mendapatkan 35 suara;

c. Suara yang tidak sah 1 suara.

Rapat Pleno menyetujui Dr. Johanis

Tanak, SH, MHu sebagai Calon Hakim

Konstitusi.
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PIHAK
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INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Rapat Paripurna tanggal 29 September

2022, DPR RI menyetujui untuk memilih
dan menetapkan Calon Anggota
Pengganti Pimpinan DPR RI yaitu DR.
Johanis Tanak, S.H., M.Hum.

Komisi III DPR
RI

Rapat Intern

. berdasarkan Keputusan Rapat Bamus

DPR RI tanggal 23 Juni 2022 dan
berdasarkan Hasil Keputusan Rapat
Internal Komisi III DPR RI tanggal 28
September 2022, serta merujuk surat
dari Pimpinan DPR RI Nomor
R/451/PW.01/09/2022 tanggal 23
September 2022 perihal Penyampaian
Hasil Rapat Pimpinan, Komisi III DPR RI.

. Keputusan Rapat Komisi III pada hari

Rabu, 28 September 2022.

Calon Hakim
Konstitusi dari
unsur DPR RI.

Uji Kelayakan (fit
and proper test).

. Di dalam Rapat Intern Komisi III tersebut,

Komisi III memutuskan untuk
menghadirkan guna menanyakan
kesediaan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,
S.H., M.H. sebagai calon Hakim Konstitusi.

. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H.

bersedia ditetapkan sebagai Hakim
Konstitusi dari unsur DPR RI dan
menandatangani Surat Pernyataan
Kesediaannya menjadi Calon Hakim
Konstuitusi.

. Komisi III menyetujui pencalonan Prof. Dr.

M. Guntur Hamzah, SH, MH sebagai Calon
Hakim Konstitusi dari unsur DPR RI.

Uji Kelayakan (fit and
proper test) Calon Hakim

Konstitusi dari unsur DPR
RI.
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29

September 2022 menyetujui Prof. Dr. M.
Guntur Hamzah, SH, MH sebagai Calon
Hakim Konstitusi dari unsur DPR RI.

5. | Komisi III DPR | Rapat Intern 1. Sesuai Surat Ketua Komnas HAM RI Uji Kelayakan (fit and

RI Nomor 085/KL.03/0.1.0/VIII/2022 proper test) Calon Anggota

tanggal 24 Agustus 2022 perihal Komnas HAM RI Periode
Penyampaian 14 Nama Calon Anggota 2022-2027.

Komnas HAM RI Periode 2022-2027

2. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi
Pengganti Rapat Bamus tanggal 19
September 2022, Komisi III mendapatkan
penugasan Pembahasan Uji Kelayakan (fit
and proper test) Calon Anggota Komnas
HAM RI Periode 2022-2027

3. Pada tanggal 20 September 2022, Komisi
[IT melakukan Rapat Intern guna
membahas rencana kegiatan penugasan
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
tanggal 19 September 2022.

Komisi Nasional
Hak Asasi
Manusia RI.

Rapat Kerja

Sebelum melaksanakan Pembahasan Uji
Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota
Komnas HAM RI Periode 2022-2027, terlebih
dahulu Komisi III melaksanakan Raker
dengan Ketua Komnas HAM RI tanggal 22
September 2022 guna mendengarkan
penjelasan Komnas HAM RI atas
pembentukan Panitia Seleksi yang
terindikasi telah menyalahi Pasal 12 ayat (1)
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NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

dan ayat (2) Peraturan Komnas HAM RI
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Panitia Seleksi
Calon Anggota
Komnas HAM
RI Periode
2022-2027.

Rapat Dengar
Pendapat Umum.

Komisi IIT juga mengundang Panitia Seleksi
Calon Anggota Komnas HAM RI Periode
2022-2027 pada tanggal 29 September
2022, guna membahas urutan seleksi para
Calon dan aturan hukum yang digunakan
dalam penyeleksian tersebut.

Calon Anggota
Komnas HAM
RI Periode
2022-2027.

Uji Kelayakan (fit
and proper test).

1. Tanggal 30 September dan 3 Oktober
2022 akan dilaksanakan Uji Kelayakan
(fit and proper test) Calon Anggota
Komnas HAM RI Periode 2022-2027
sesuai dengan nomor urut berdasarkan
abjad dari masing-masing calon.

2. Tanggal 3 Oktober 2022 setelah
melakukan Uji kelayakan terhadap 14
(empat belas) Calon Anggota Komnas
HAM RI Periode 2022-2027, Komisi III
akan melakukan Rapat Pleno dengan
agenda Pemilihan dan Penetapan Calon
Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-
2027.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

KOMISI IV

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Pertanian . Pelaksanaan undang- Rapat Kerja, membahas Hasil pembahasan
(Menteri dan 11 Eselon I) undang; Penyesuaian RKA disampaikan

. Pelaksanaan keuangan Kementerian Pertanian TA kepada Badan
Rabu, 21 September 2022 negara; 2023 sesuai Hasil Anggaran sebagai
. Kebijakan Pemerintah. Pembahasan Badan bahan penetapan
Anggaran DPR RI. APBN 2023.

2. | Kementerian Kelautan dan . Pelaksanaan undang- Rapat Kerja, membahas Hasil pembahasan
Perikanan (Menteri dan 11 undang; Penyesuaian RKA disampaikan
Eselon I) . Pelaksanaan keuangan Kementerian Kelautan dan | kepada Badan

negara; Perikanan TA 2023 sesuai Anggaran sebagai
Kamis, 22 September 2022 | c. Kebijakan Pemerintah. Hasil Pembahasan Badan bahan penetapan
Anggaran DPR RI. APBN 2023.

3. | a. Kementerian Lingkungan | a. Pelaksanaan undang- Rapat Kerja, membahas Hasil pembahasan
Hidup dan Kehutanan undang; Penyesuaian RKA disampaikan
(Menteri dan 13 Eselon I) . Pelaksanaan keuangan Kementerian Lingkungan kepada Badan

b. Badan Restorasi Gambut negara,; Hidup dan Kehutanan TA Anggaran sebagai
dan Mangrove . Kebijakan Pemerintah. 2023 sesuai Hasil bahan penetapan
Pembahasan Badan APBN 2023.
Senin, 26 September 2022 Anggaran DPR RI.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 September 2022)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kunjungan Kerja Spesifik a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi
Masa Sidang I Tahun undang-undang; Kepulauan Riau:
Sidang 2022-2023 b. Pelaksanaan a. Peninjauan dan diskusi mengenai
keuangan negara; Penambangan Bauksit Non
15 - 17 September 2022 c. Kebijakan Prosedural dalam Kawasan Hutan
Pemerintah. di Lahan Bekas Tambang PT

Cahaya Tauhid Alam Lestari,
Kampung Gisi, Desa Tembeling,
Kecamatan Teluk Bintan,
Kabupaten Bintan.

b. Peninjauan dan diskusi dengan
Pembudi Daya Ikan dan Pengelola
Balai Benih Ikan dalam
Memproduksi Ikan dan Menyokong
Kebutuhan Benih di Balai Benih
Ikan, Pulau Pengujan, Kecamatan
Teluk Bintan, Kabupaten Bintan.

c. Peninjauan dan diskusi mengenai
Kinerja Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
dalam upaya pemberantasan Kapal
Ikan Asing (KIA) pelaku IUU Fishing
dan penggagalan penyelundupan
Benih Bening Lobster (BBL) di
Pangkalan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan (SDKP) Barelang,
Kota Batam.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | Kunjungan Kerja Spesifik a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi
Masa Sidang I Tahun undang-undang; Jawa Timur:
Sidang 2022-2023 b. Pelaksanaan a. Kunjungan ke Lokasi Wisata Petik
keuangan negara; Apel Mandiri di Desa Tulungrejo,
15 - 17 September 2022 c. Kebijakan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dan
Pemerintah. diskusi bersama dengan Petani/
Poktan/Gapoktan/Penyuluh
Pertanian mengenai Permasalahan
Pengembangan Apel di Wilayah
Batu.
b. Pertemuan dan diskusi mengenai
Permasalahan Pengembangan Tebu
di Wilayah Malang dan Batu serta
Rencana kegiatan BPTP Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023 di Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian
Jawa Timur, Kabupaten Malang.
3. | Kunjungan Kerja Spesifik | a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi
Masa Sidang I Tahun undang-undang; Bali:
Sidang 2022-2023 b. Pelaksanaan Meninjau dan Berdiskusi mengenai
keuangan negara; Pengelolaan Hutan Adat oleh
15 - 17 September 2022 c. Kebijakan Masyarakat Adat Tenganan di
Pemerintah. Kabupaten Karangasem.
4. | a. PT Antam Tbk; a. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum Panja
b. PT Freeport Indonesia; undang-undang; Komisi IV DPR RI mengenai
c. PT Rayon Utama b. Pelaksanaan Pencemaran dan Kerusakan
Makmur; keuangan negara; Lingkungan, membahas Pencegahan
d. PT Pasir Prima Coal c. Kebijakan dan Pengendalian Pencemaran serta
Indonesia; Pemerintah. Kerusakan Lingkungan dampak

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
e. PT Vale Indonesia Operasional Perusahaan Tambang dan
f. PT Amman Mineral Nusa Industri Tekstil/Rayon.
Tenggara
Selasa, 27 September
2022
5. | Kunjungan Kerja Spesifik . Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi

Masa Sidang I Tahun
Sidang 2022-2023

28 - 30 September 2022

undang-undang;

. Pelaksanaan

keuangan negara;

. Kebijakan

Pemerintah.

Jawa Barat:

a. Diskusi mengenai Penanganan
Penyakit Mulut dan Kuku di KPBS
Pengalengan di Koperasi Peternakan
Bandung Selatan Pangalengan
(KPBS Pengalengan), Kabupaten
Bandung

b. Diskusi mengenai Pengembangan
Agrowisata Nimo Highland di Kantor
PT Perkebunan Nusantara VIII,
Kebun Malabar, Pangalengan,
Kabupaten Bandung.

6. | Kunjungan Kerja Spesifik
Masa Sidang I Tahun
Sidang 2022-2023

28 - 30 September 2022

. Pelaksanaan

undang-undang;

. Pelaksanaan

keuangan negara;

. Kebijakan

Pemerintah.

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi

Jawa Tengah:

a. Kunjungan ke Lokasi Sawah Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) di Kelurahan Tambangan
serta Diskusi mengenai Upaya
Peningkatan Produksi Pertanian
dalam rangka Mencapai Ketahanan
Pangan di Wisma Agro Purwosari,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kecamatan Mijen, Kota Semarang,
Jawa Tengah.

b. Kunjungan, Giat Penanaman
Pohon, dan Diskusi mengenai
Pelaksanaan Program Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai oleh Balai
PDASHL Pemali Jratun di Desa
Candi, Kecamatan Bandungan,
Kabupaten Semarang.

Kunjungan Kerja Spesifik
Masa Sidang I Tahun
Sidang 2022-2023

28 - 30 September 2022

. Pelaksanaan

undang-undang;

. Pelaksanaan

keuangan negara;

. Kebijakan

Pemerintah.

Kunjungan Kerja Spesifik ke Daerah

Istimewa Yogyakarta:

a. Diskusi mengenai Diversifikasi
Jenis Usaha Pengolahan lkan
beserta Perizinannya di Sentra
Pengolahan Ikan, Pantai Depok,
Kabupaten Bantul.

b. Kunjungan dan Diskusi mengenai
Pengelolaan Sampah di TPA
Piyungan, Dusun Ngablak, Desa
Sitimulyo, Kecamatan Piyungan,
Kabupaten Bantul.
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. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

Kontruksi Provsu, Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Provsu.

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KEMENTRIAN PUPR Kunjungan Kunjungan Kerja ke : Kunsfik
Spesifik 1. Bendungan Semantok Kabupaten dilaksanakan
Nganjuk, Jawa Timur; tanggal 15-17
2. Pembangunan Pelabuhan Sanur, Bali; September 2022.
3. Pembangunan Bendungan Jlantah
Karanganyar, Jawa Tengah.
2. | RDPU (Audiensi) dengan - Dalam rangka meningkatkan kapasitas Audiensi
Kepala Desa dan Badan kepemimpinan dalam meningkatkan dilaksanakan pada
Permusyawaratan Desa kemajuan Pembangunan Desa. tanggal 22
(BPD) dari Kabupaten September 2022
Merangin Jambi secara fisik.
3. | RDPU (Audiensi) dengan - Dalam rangka Study Banding dan Audiensi
DPRD SUMUT Konsultasi bersama dengan Bappeda dilaksanakan pada
Provsu dan Dinas Marga dan Bina tanggal 22

September 2022
secara fisik.
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SPOT

TAMAN MINI INDONESIA INDAH
(Persiapan Kegiatan G20).

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | BMKG Kunjungan Kunjungan Kerja ke : Kunsfik
Spesifik 1. Stasiun Meteorologi Citeko Puncak, dilaksanakan
Bogor Jawa Barat; tanggal 22 s.d. 24
2. Stasiun Meteorologi Jatiwangi, September 2022.
Kertajati Jawa Barat;
3. Stasiun Meteorologi Lembang,
Bandung Jawa Barat.

S. | RDPU (Audiensi) dengan - Perkenalan SRIDEPPI sebagai asosiasi Audiensi
SRIKANDI PENGUSAHA yang membantu pemerintah dalam dilaksanakan pada
PROPERTI INDONESIA penyediaan perumahan yang layak dan tanggal 26
(SRIDEPPI) terjangkau bagi masyarakat. September 2022

secara Fisik.

4. | RDPU (Audiensi) dengan - Masukan dalam penyusunan Perubahan | Audiensi
DEWAN PENGURUS RUU LLAJ. dilaksanakan pada
PUSAT ALUMNI AHLI tanggal 27
LALU LINTAS (IKAALL) September 2022

secara Fisik.

5. | KUNJUNGAN ON THE - Kunjungan Kerja ke : Kunjungan kerja

dilaksanakan pada
tanggal 28
September 2022.
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(15 — 29 September 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Menteri a. Pelaksanaan undang- Penyesuaian RKA-KL Tahun
investasi/Kepala undang; anggaran 2023 sesuai hasil
BKPM b. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran.
negara;
c. Kebijakan pemerintah.
2. | Wakil Menteri a. Pelaksanaan undang- Penyesuaian RKA-KL Tahun
Perdagangan RI undang anggaran 2023 sesuai hasil
b. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran.
negara
c. Kebijakan pemerintah.
3. | Menteri BUMN RI a. Pelaksanaan undang- 1. Penyesuaian RKA-KL Tahun
undang; anggaran 2023 sesuai hasil
b. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran;
negara; 2. PMN TA 2023 dan usulan PMN
c. Kebijakan pemerintah. TA 2022.
4. | Kepala BSN a. Pelaksanaan undang- Penyesuaian RKA-KL Tahun
undang; anggaran 2023 sesuai hasil
b. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran.
negara;
c. Kebijakan pemerintah.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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(15 — 29 September 2022)

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. | Ketua KPPU . Pelaksanaan undang- Penyesuaian RKA-KL Tahun
undang; anggaran 2023 sesuai hasil
. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran.
negara;
. Kebijakan pemerintah.
6. | Kepala BP Batam . Pelaksanaan undang- Penyesuaian RKA-KL Tahun
undang; anggaran 2023 sesuai hasil
. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran.
negara;
. Kebijakan pemerintah.
7. | Kepala BPKS Sabang | a. Pelaksanaan undang- Penyesuaian RKA-KL Tahun
undang; anggaran 2023 sesuai hasil
. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran.
negara;
. Kebijakan pemerintah.
8. | Menteri Koperasi . Pelaksanaan undang- . Penyesuaian RKA-KL Tahun
dan UKM RI undang; anggaran 2023 sesuai hasil
. Pelaksanaan keuangan pembahasan Badan Anggaran,;
negara; . Progres pelaksanaan BPUM TA
. Kebijakan pemerintah. 2022 dan rencana pelaksanaan
BPUM TA 2023.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Deputi bidang pelayanan a. Pelaksanaan undang- |Permasalahan investasi terkait dengan

penanaman modal
kementerian
Investasi/ BKPM

undang;
b. Pelaksanaan
keuangan negara,;

pelayaan OSS (sistem perijinan
berusaha terintegrasi secara
elektronik).
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan
pemerintah.
2. | PT Pupuk Indonesia a. Pelaksanaan undang- | 1. Pembahasan kinerja korporasi
undang; dan RKAP TA 2022;
b. Pelaksanaan 2. Penyediaan pupuk nasional dan ;
keuangan negara; 3. Keberlangsungan pupuk
c. Kebijakan bersubsidi.
pemerintah.
3. | Eselon 1 kementerian a. Pelaksanaan undang- |Pembahasan mengenai progress PT
BUMN RI undang; Bank Syariah Indonesia, Tbhk menjadi
b. Pelaksanaan Bank BUMN.
keuangan negara;
c. Kebijakan
pemerintah.
4. | PT Bank Syariah a. Pelaksanaan undang- |Pembahasan mengenai progress PT
Indonesia, Tbk undang; Bank Syariah Indonesia, Tbk menjadi
b. Pelaksanaan Bank BUMN.
keuangan negara;
c. Kebijakan
pemerintah.
5. | Wakil Menteri a. Pelaksanaan undang- | Tindak lanjut keputusan rapat
Perdagangan RI undang; tanggal 25 Mei 2022 dan regulasi
b. Pelaksanaan aset digital /kripto.
keuangan negara;
c. Kebijakan
pemerintah.
6. | Kepada Badan Pengawas a. Pelaksanaan undang- | Tindak lanjut keputusan rapat

Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti)

undang;

tanggal 25 Mei 2022 dan regulasi
aset digital /kripto.
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
b. Pelaksanaan
keuangan negara;
c. Kebijakan
pemerintah.
D. TUGAS KHUSUS
NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | PT INKA Kunjungan Spesifik Komisi VI | Kunjungan Spesifik terkait
DPR RI. Pengawasan terhadap PT INKA di
Banyuwangi, Jawa Timur.
2. | PERUM PERHUTANI Kunjungan Spesifik Komisi VI | Kunjungan Spesifik terkait
DPR RI. Pengawasan terhadap Kinerja
Perum Perhutani Pasca Merger
Perusahaan di Malang, Jawa
Timur.
3. | PT PUPUK INDONESIA Kunjungan Spesifik Komisi VI | Kunjungan Spesifik terkait
UTILITAS DPR RI. Peninjauan Pupuk Indonesia
Cogeneration Plant di PT Pupuk
Indonesia Utilitas, Gresik, Jawa
Timur.
4. | PT PERTAMINA HULU Kunjungan Spesifikasi Komisi | Pengawasan terhadap kinerja
ENERGI VI DPR RI. subholding upstream PT Pertamina
Hulu Energi dalam pengelolaan
blok rokan.
5. | PT PERTAMINA PATRA Kunjungan Spesifik Komisi VI | Pengawasan terhadap kinerja
NIAGA DPR RI. subholding commercial and trading
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

PT Pertamina parta niaga di
regional sumatera bagian selatan.

6. | PT KILANG PERTAMINA Kunjungan Spesifik Komisi VI | Pengawasan terhadap kinerja
INTERNASIONAL DPR RI. subholding Refining and
petrochemical PT Kilang pertamina
internasional, refinety unit (RU) V
balikpapan.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU Energi Rapat Intern. Persiapan 1. Surat Presiden RI Nomor R-37/Pres/08/ 2022,
Baru dan Pembahasan RUU tanggal 25 Agustus 2022, Hal: Penunjukan Wakil
Energi Hari Kamis, Energi Baru dan Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-
Terbarukan 22 Sept. 2022 Terbarukan. Undang tentang Energi Baru dan Energi
Pkl 11.30 WIB. Terbarukan.

2. Namun DIM belum disertakan.

3. Surat Pimpinan DPR RI No.
T/1043/PW.01/09/2022, tanggal 21 September
2022, Hal: Penugasan untuk membahas RUU
tentang Energi Baru dan Terbarukan.

2. Konsultasi Persiapan -
dengan DPD. pembahasan RUU
energi Baru dan
Hari Kamis, Energi Terbarukan.

22 Sept. 2022
Pkl 15.00 WIB.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Menteri a. Pelaksanaan undang- | Penyesuaian RKA-K/L TA. Disampaikan ke Badan
Perindustrian undang; 2023 sesuai hasil Badan Anggaran Nomor Surat
b. Pelaksanaan Anggaran. B/16757/AG.01/9/2022
keuangan negara; tanggal 20 September 2022, Hal:

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan pemerintah. Penyampaian Hasil Penyesuaian
RKA-K/L TA. 2023 Kemenperin
(Selasa, 20 Sept 2022 RI.
Pkl. 19.00 WIB).
2. | Menteri ESDM a. Pelaksanaan undang- | Penyesuaian RKA-K/L TA. Disampaikan ke Badan
undang; 2023 sesuai hasil Badan Anggaran Nomor Surat
b. Pelaksanaan Anggaran. B/16867/AG.01/9/2022
keuangan negara; tanggal 22 September 2022, Hal:
c. Kebijakan pemerintah. Penyampaian Hasil Penyesuaian
RKA-K/L TA. 2023 KESDM RI.
(Kamis, 22 Sept 2022
Pkl. 10.00 WIB).
3. |a. Kepala BRIN, a. Pelaksanaan undang- | Penyesuaian RKA-K/L TA. Disampaikan ke Badan
b. Kepala BIG, dan undang; 2023 sesuai hasil Badan Anggaran Nomor Surat
c. Kepala b. Pelaksanaan Anggaran. B/16879/AG.01/9/2022
BAPETEN keuangan negara; tanggal 22 September 2022, Hal:
c. Kebijakan pemerintah. Penyampaian Hasil Penyesuaian
RKA-K/L TA. 2023 BRIN,
(Kamis, 22 Sept 2022 BAPETEN, dan BIG.
Pkl. 13.00 WIB).

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Kunjungan Kerja Spesifik |a.

Pelaksanaan

b. Pelaksanaan

undang-undang;

keuangan negara;

VII DPR RI ke

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi

a. Provinsi Jambi, Kunjungan
ke Pabrik PT Indofood CBP

Dilaksanakan pada
tanggal 17-19
September 2022.
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan Sukses Makmur, Tbk di Kota
pemerintah. Jambi.

b. Provinsi Jawa Timur,
Kunjungan ke PT Pupuk
Indonesia di Kabupaten
Gresik.

c. Provinsi Sulawesi Selatan,
Kunjungan ke PT Vale
Indonesia di Kabupaten
Sorowako.

2. |a. Direktur Utama MIND . Pelaksanaan Kepastian pasokan bahan baku Dilaksanakan:

ID undang-undang; untuk Indoesia Battery Senin, 19 September
b. Direktur Utama . Pelaksanaan Corporation (IBC). 2022,
PT ANTAM, Tbk keuangan negara; Pkl. 10.00 WIB.
. Kebijakan
pemerintah.

3. |a. Dirjen IKFT . Pelaksanaan a. Penjelasan terkait marak Dilaksanakan:
b. Dirjen Agro undang-undang; impor ethanol khususnya Senin, 19 Sept.
Kementerian . Pelaksanaan untuk industri farmasi dan 2022,
Perindustrian. keuangan negara; BBM Pkl. 14.00 WIB.

. Kebijakan )
pemerintah. b. Penggunaan ethanol dalam
negeri.
4. | DPRD Provisi Sulawesi . Pelaksanaan Terkait Penyampaian Aspirasi Dilaksanakan:

Selatan.

undang-undang;

. Pelaksanaan

keuangan negara;

. Kebijakan

pemerintah.

sikap penolakan atas kenailan
BBM bersubsidi jenis premium
dan pertalite.

Selasa, 20 Sept.
2022,
Pkl. 11.00 WIB.
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

5. | Direktur Utama a. Pelaksanaan Tindak lanjut progres Dilaksanakan:
PT INALUM dengan undang—undang; penye]esajan pembangunan Selasa, 20 Sept.
menghadirkan : b. Pelaksanaan smelter PT BAL 2022,

a. Direktur Utama keuangan negara,; Pkl. 13.00 WIB.
PT ANTAM, Tbk. c. Kebijakan
b. Direktur Utama pemerintah.
PT Pembangunan
Perumahan
c. Direktur Utama
PT Borneo Alumina
Indonesia

6. | Dirjen ILMATE a. Pelaksanaan Penjelasan terkait industri Dilaksanakan:
Kementerian undang-undang; kompor listrik dalam negeri. Rabu, 21 Sept.
Perindustrian, dengan b. Pelaksanaan 2022,
menghadirkan keuangan negara; Pkl. 10.00 WIB.
Perusahaan Kompor c. Kebijakan
Induksi Dalam Negeri pemerintah.

6. | Kunjungan Kerja Luar a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Negeri Dilaksanakan pada
Negeri ke Negara undang-undang; Dalam rangka fungsi tanggal 26
Denmark b. Pelaksanaan pengawasan ke Negara September s.d. 2

keuangan negara; D K Oktober 2022.
.. enmark.

c. Kebijakan

pemerintah.
7. | Kunjungan Kerja Spesifik |a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Panja Illegal Dilaksanakan pada

undang-undang; Mining Komisi VII DPR RI ke tanggal 27-29

b. Pelaksanaan Provinsi Sulawesi Selatan ke PT September 2022.
keuangan negara,; Huadi Nickel — Alloy Indonesia,

c. Kebijakan di Kabupaten Bantaeng.
pemerintah.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KET
1. | Kementerian Agama | Rapat Kerja dengan Menteri Komisi VIII DPR RI dapat -
(Kemenag) RI Agama dan Rapat Dengar memahami Pagu Anggaran

Pendapat dengan para Pejabat Kementerian Agama RI tahun 2023
Eselon I Kemenag mengenai RKA | sepesar Rp70.447.597.649.000,-
K/L Tahun 2023. (Twjuh Puluh Triliun Empat Ratus
Empat Puluh Tujuh Miliar Lima
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta
Enam Ratus Empat Puluh Sembilan

Ribu Rupiah).
2. | Kementerian Sosial | Rapat Kerja dengan Menteri Komisi VIII DPR RI dapat
(Kemensos) RI Sosial dan Rapat Dengar memahami Pagu Anggaran
Pendapat dengan para Pejabat Kementerian Sosial RI Tahun

Eselon I Kemensos mengenai Anggaran 2023 sebesar

RKA K/L Tahun 2023. Rp78.179.586.686.000,- (Tujuh
Puluh Delapan Triliun Seratus Tujuh
Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus
Delapan Puluh Enam Juta Enam
Ratus Delapan Puluh Enam Ribu
Rupiah).
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KET

3. | Kementerian Rapat Kerja dengan Menteri Komisi VIII DPR RI dapat
Pemberdayaan PPPA dan Rapat Dengar memahami Pagu Anggaran
Perempuan dan Pendapat dengan para Pejabat Kementerian Pemberdayaan
Perlindungan Anak Eselon I Kementerian PPPA Perempuan Dan Perlindungan
(KPPA) RI mengenai RKA K/L Tahun 2023. Anak Republik Indonesia Tahun

Anggaran 2023 sebesar
Rp.288.403.485.000 (Dua Ratus
Delapan Puluh Delapan Miliar
Empat Ratus Tiga Juta Empat
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu
Rupiah).

4. | Badan Nasional Rapat Kerja dengan Kepala Komisi VIII DPR RI dapat
Penanggulangan BNPB dan Rapat Dengar memahami Pagu Anggaran BNPB
Bencana (BNPB) Pendapat denggn para Deputi Tahun Anggaran 2023 setelah

BNPB mengenai RKA K/L Tahun

5023, mendapat tambahan anggaran
sebesar Rp.42.000.000.000
(Empat Puluh Dua Miliar) menjadi
sebesar Rp1.036.186.769.000
(Satu Triliun Tiga Puluh Enam
Miliar Seratus Delapan Puluh
Enam Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Komisi Perlindungan Fit and Proper Test Berdasarkan hasil fit and proper test
Anak Indonesia (KPAI) Calon Anggota KPAI Komisi VIII DPR RI terhadap calon

Periode 2022-2027. Anggota KPAI Periode 2022-2027

maka terpilih sebagai berikut:

1. Unsur Tokoh Agama Silvana
Maria, AM., TH.

2. Unsur Tokoh Masyarakat Ai
Rahmayanti, S.Sos.I., dan Diyah
Puspitarini, S.Pd., M.Pd.

3. Unsur Organisasi Masyarakat
Margareth Aliyatul Maimunah,
S.S., M.Si.

4. Unsur Pemerintah DR. Aris
Leksono, M.M.Pd.

S. Unsur Dunia Usaha Drs.
Kawiyan, M.[.Kom.

6. Unsur Kelompok Masyarakat
Peduli Anak DR. Jasra Putra,
S.Fil., M.Pd.; Ai Maryati Solihah,
S.Pd.I., M.Si.; dan Dian Sasmita,
M.H..
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU tentang Kunjungan Luar Negeri Mendapat masukan serta perbandingan
Pengawasan Obat dan RUU tentang Pengawasan pelaksanaan pengawasan dan perizinan
Makanan Obat dan Makanan ke terhadap obat makanan di Italia dan
Negara Italia dan Belanda. | Belanda.
Tanggal 12-18 September
2022.
2. RUU tentang Rapat Panja pembentukan | Dibentuk untuk merumuskan materi
Pengawasan Obat dan Tim Perumus (TIMUS). RUU tentang Pengawasan Obat dan
Makanan Tanggal 28 September Makanan.
2022.
3. | RUU tentang Rapat Timus Merumuskan materi RUU tentang
Pengawasan Obat dan Tanggal 29 September Pengawasan Obat dan Makanan
Makanan 2022. dintaranya penjelasan Pasal dan
perbaikan redaksional pada Batang
Tubuh.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT | KETERANGAN

Menteri Ketenagakerjaan
RI

Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2023 sesuai
hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Tanggal 21 September 2022.

Rapat Kerja
Bersifat Tertutup.
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT | KETERANGAN
2. Kepala BP2MI Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2023 sesuai Rapat Dengar
hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI. | Pendapat Bersifat
Tanggal 21 September 2022. Tertutup.
3. | Kepala BKKBN RI. Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2023 sesuai Rapat Dengar
hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI. | Pendapat Bersifat
Tanggal 22 September 2022. Tertutup.
4. | Kepala Badan POM RI Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2023 sesuai Rapat Dengar
hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI. | Pendapat Bersifat
Tanggal 22 September 2022. Tertutup.
5. | Menteri Kesehatan RI Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2023 sesuai Rapat Kerja
hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI. | Bersifat Tertutup.
Tanggal 26 September 2022.
6. | Menteri Kesehatan RI RKA-K/L Kementerian Kesehatan RI Tahun | Rapat Kerja
2023 (Pasca Panja Banggar). Bersifat Tertutup.
Tanggal 29 September 2022.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Dewan Pengurus
Forum Komunikasi
Honorer Fasyankes
Jawa Barat

Pembahasan tentang
pengangkatan tenaga
honorer fasyankes
menjadi PPPK tahun

2022 serta pengangkatan tenaga honorer bidang
permasalahan yang kesehatan menjadi PPPK Tahun 2022.
dihadapi.

Komisi IX DPR RI mendengar dan
menerima masukan dari Dewan
Pengurus Forum Komunikasi Honorer
Fasyankes Jawa Barat tentang

Audiensi tanggal
19 September
2022.
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KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | Menteri Kesehatan 1. Uji coba Kelas 1. Komisi IX DPR RI mendesak Rapat Kerja tanggal
RI, Rapat Dengar Rawat Inap Standar; Kementerian Kesehatan RI, Dewan 20 September
Pendapat dengan 2. Peningkatan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS 2022.

Ketua DJSN dan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk:
Direktur Utama BPJS JKN. a. meningkatkan koordinasi dalam
Kesehatan. melakukan uji coba penerapan Kelas

Rawat Inap Standar (KRIS) agar
implementasinya dapat diterapkan
dengan baik;

b. mengkaji kebutuhan APBN yang
dibutuhkan dalam implementasi
KRIS agar rumah sakit yang dibiayai
melalui APBN bisa melaksanakannya
dengan baik;

c. mengkaji dampak implementasi KRIS
terhadap pembiayaan tarif rumah
sakit, iuran peserta JKN, serta survei
persepsi peserta JKN;

d. melibatkan Kementerian Dalam
Negeri RI sebagai upaya percepatan
implementasi KRIS di daerah;

e. menambah sampel uji coba
penerapan KRIS pada tahun 2022,
baik di rumah sakit pemerintah
(vertikal, RSUD Provinsi dan
Kabupaten/Kota) dan rumah sakit
swasta, dan

f. melaporkan hasil uji coba dan kajian
sebagaimana dimaksud di atas
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

kepada Komisi IX DPR RI paling
lambat Januari 2023.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI, DJSN, dan
BPJS Kesehatan serta
kementerian/Lembaga terkait untuk
menyempurnakan regulasi dengan
melibatkan para pemangku
kepentingan dengan
mempertimbangkan uji coba hasil
pelaksanaan KRIS agar dapat
diterapkan pada tahun 2023.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI, BPJS
Kesehatan, dan DJSN melakukan
sosialisasi implementasi KRIS kepada
pemangku kepentingan termasuk
pemerintah daerah, TNI dan POLRI agar
dapat diterapkan dengan baik.

Menteri Kesehatan
RI

1. Penjelasan strategi

dan peta jalan
penanganan penyakit
menular yang masih
menjadi endemik,
khususnya
tuberculosis, Dengue,
dan Malaria.

2. Penjelasan rencana

dan pelaksanaan
program Bulan

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk
memperkuat upaya pencegahan dan
penanganan penyakit menular
khususnya di daerah yang memilik
kasus endemic yang tinggi, baik melalui
upaya konvensional yang selama ini
dilakukan maupun upaya inovasi
teknologi dan pengobatan, termasuk
penggunaan sekuensing genom untuk

Rapat Kerja tanggal
20 September
2022.
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Imunisasi Anak
Nasional (BIAN) dan
Program Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS) tahun
2022, termasuk
strategi peningkatan
cakupan vaksinasi
tahun ini.

3. Penjelasan

peningkatan kualitas
RSUP Vertikal
sebagai rumah sakit
rujukan nasional
dan rumah sakit
pendidikan.

tuberculosis, vaksin dan inovasi lain
untuk Dengue.

. Komisi IX DPR RI mendukung

implementasi Strategi Nasional
Penanggulangan Dengue 2021-2025,
termasuk penggunaan inovasi
Wolbachia di 5 kabupaten/kota dan
Provinsi Bali, yang akan digunakan
secara nasional.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk
melakukan percepatan peningkatan
cakupan vaksinasi demi memberikan
perlindungan kepada anak agar
terhindar dari Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
dengan :

a. melaksanakan program BIAN dan
BIAS secara massif, merata dan
berkelanjutan;

b. memastikan kecukupan anggaran
untuk perluasan 3 vaksin baru

(HPV, PCV, dan Rotavirus), sehingga

dapat diimplementasikan secara
nasional sesuai regulasi;

c. membuat peta jalan kebutuhan
vaksin untuk program imunisasi

dengan mengedepankan penggunaan

vaksin yang diproduksi dalam
negeri, dan tetap memastikan
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

penggunaan vaksin yang belum
dapat diproduksi dalam negeri,
sehingga upaya perlindungan
kepada anak tetap tercapai.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk
mempersiapkan peta jalan yang jelas
untuk penngkatan kualitas RSUP
Vertikal sebagai RS Rujukan Nasional
dan RS Pendidikan dan menyerahkan
dokumen tersebut kepada Komisi IX
DPR RI paling lambat 30 September
2022.

Kepala Badan POM

RI

1. Penjelasan tentang

pembinaan UMKM
dalam rangka
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat di
bidang obat
tradisional,
kosmetik, dan
pangan olahan;

2. Penjelasan tentang

penanganan Badan
POM dalam
peredaran obat dan
kosmetika ilegal
termasuk yang

. Komisi IX DPR RI mendesak Badan

POM RI untuk meningkatkan
pembinaan pelaku usaha dengan
melakukan pendampingan secara
intensif kepada UMKM serta
meningkatkan sosialisasi keamanan
obat tradisional, pangan olahan dan
kosmetika sebagai bentuk dukungan
terhadap perkembangan UMKM dengan
melibatkan stakeholder terkait.

. Komisi IX DPR RI mendesak Badan

POM RI untuk terus meningkatkan
kerja sama strategis dengan
kementerian/lembaga terkait
pengawalan dan pengembangan obat
bahan alam dan bahan baku obat
bahan alam demi terwujdnya

Rapat Dengar
Pendapat tanggal
27 September
2022.
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KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
diedarkan secara kemandirian nasional sesuai Inpres
daring; Nomor 6 Tahun 2016 tentang

. Penjelasan tentang Percepatan Pengembangan Industri
peran Badan POM Farmasi dan Alat Kesehatan.
untuk mewujudkan |3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan
kemandirian POM RI berkoordinasi dengan pihak
nasional dalam terkait dalam mencari jalan keluar
penyediaan bahan terhadap kekosongan vaksin meningitis
baku yang bermutu untuk kebutuhan haji dan umroh.
untuk obat bahan 4. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM
alam yang berdaya RI menyampikan kumpulan terminologi
saing sesuai dengan dan istilah-istilah yang biasa digunakan
Inpres Nomor 6 (glosarium) oleh Bada POM RI secara
Tahun 2016. tertulis paling lambat tanggal 4 Oktober
2022.
5. | Kepala Badan POM . Pengembangan dan | Komisi IX DPR RI menerima dan Rapat Panja

RI, Dirjen P2P
Kemenkes RI, Dirjen
Anggaran
Kementerian
Keuangan RI

rencana penggunaan
Vaksin COVID-19
produksi dalam
negeri;

. Pemenuhan

kebutuhan Vaksin
COVID-19 Halal; dan

. Dukungan kebijakan

dan pembiayaan
terhadap vaksin
COVID-19 Halal dan
Vaksin COVID-19
produksi dalam
negeri.

mengapresiasi masukan dari semua
pihak yang diundang, selanjutnya akan
menjadi bahan masukan bagi Komisi IX
DPR RI dalam menyusun rekomendasi.

Pengawasan
tentang Vaksin
COVID-19
Tanggal 28
September 2022.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI X

melakukan kunjungan
kerja ke Kota Batam-
Kepulauan Riau dan
Kabupaten Bangli-Bali

Agenda:

Mencari masukan dan
pandangan dari
pemangku kepentingan
bidang pariwisata.

temuan masalah pengelolaan
pariwisata di Kota Batam, namun
masalah kenaikan tarif Visa on
Arrival (VOA) dan kenaikan tarif tiket
penyeberangan ferry Batam-
Singapura, dapat ditarik sebagai
substansi kelembagaan dan tata
kelola antar lembaga. Kebijakan
pariwisata harus melibatkan
beberapa K/L terkait, antara lain
Kementerian KLH,
Kemendikbudristek, Kementerian
Kelautan dan
Perikanan.Kementerian
Perhubungan, dan Kementerian Luar
Negeri.

2. Perlu substansi yang mengatur
mengenai Standar Pelayanan
Pemanfaatan Objek Wisata dan
Usaha Kepariwisataan dengan

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 RUU 23-25 September 2022, Masukan Kota Batam, Provinsi Penyempurnaan draf
Kepariwisataan Panja RUU Kepulauan Riau: RUU dalam rangka
Kepariwisataan 1. Meski dapat dikategorikan sebagai menuju harmonisasi

Badan Legislasi.
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

menyeimbangkan kebutuhan,
kemandirian dan partisipasi aktif
semua pihak.

3. Masih rendahnya pelaku pariwisata
di Kota Batam yang bersertifikat
ataumemiliki lisensi kerja
kepariwisataan.Perlunya kebijakan
peningkatan kualitas SDM
pariwisata yang berkelanjutan,
seperti memfasilitasi adanya Balai
Latihan Kerja kepada calon dan
pelaku SDM pariwisata di Kota
Batam yang belum berlisensi.

4. Di dalam UU Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan tidak ada
kewajiban tanah atau lahan yang
ditempati destinasi pariwisata harus
milik pemerintah, maka lahan yang
digunakan untuk tujuan pariwisata
baik milik pemerintah maupun
swasta harus bisa dibantu dengan
DAK Fisik Pariwisata.

Masukan Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali:

1. Tumpang tindih kewenangan dalam
pengelolaan destinasi pariwisata di
Kabupaten Bangli dan perlunya
sinkronisasi peraturan perundang-
undangan terkait UU Kehutanan, UU
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KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Cipta Kerja, Perpres No.9 Tahun2020
tentang Geo Park.

2. Substansi Revisi UU No.10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan perlu
memasukkan substansi lingkungan,
sustainability development termasuk
keberlanjutan budaya.

3. Pariwisata di Kabupaten Bangli
merupakan sumber utama PAD
Daerah namun dalam pengembangan
destinasi yang ada dikawasan
destinasi di daerah Kintamani
khususnya Batur Global Geopark
minim bantuan dari Pusat dan
pemda Provinsi.

4. Pemasaran pariwisata di Kintamani
Bangli sangat terbatas karena
keterbatasan anggaran dan saat ini
mengoptimalkan pemasaran melalui
media sosial yang dilakukan oleh
pelaku industri pariwisata.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Perpusnas RI

Rabu, 21
September
2022
Penyesuaian

Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf ¢ dan huruf f
UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU
No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
RKA K/L TA Anggaran DPR RI Nomor
2023 sesuai B/16721/AG.05.02/09/2022 tanggal 20 September
hasil 2022, Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif
Pembahasan Perpusnas RI TA 2023 sebesar Rp.723.040.156.000
Badan Anggaran (Tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta
DPR RI seratus lima puluh enam
ribu rupiah).
2. | Kemenparekraf/ Rabu, 21 Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf ¢ dan huruf f
Baparekraf RI September 2022 | UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Pembahasan RKA- | UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
KL TA 2023 sesuai | dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan
hasil Pembahasan | Anggaran DPR RI Nomor
Badan Anggaran B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20
DPR RI. September 2022, Komisi X DPR RI menyetujui
pagu Definitif Kemenparekraf/Baparekraf RI TA
2023 sebesar Rp3.381.345.168.000 (Tiga triliun
tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus
empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu
rupiah).
3. |Kemenpora RI Kamis, 22 Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf ¢ UU No. 42
September 2022 | Taghun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17
Penyesuaian RKA- | Tahyn 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,
gé sLu’glAI-%gs%? dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR
Pembahasan RI Nomor B/1621/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20
Badan Anggaran September 2022 perihal Penyampaian Hasil
DPR RI. Pembahasan RUU APBN 2023, Komisi X DPR RI
menyetujui Pagu Definitif Kemenpora RI TA 2023
sebesar Rp2.530.093.157.000 (Dua triliun lima
ratus tiga puluh miliar sembilan puluh tiga juta
seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | Kemendikbudristek | Senin, 26 Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf ¢ dan huruf f
RI September UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU
2022 No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,dan
Pembahasan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan
RKA K/L dan Anggaran DPR RI Nomor
RKP TA 2023 B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20
Kemendikbudristek| September 2022, Komisi X DPR RI menyetujui pagu
RI sesuai Hasil definitif Kemendikbudristek RI RAPBN TA 2023
Pembahasan sebesar Rp.80.221.010.125.000,- (Delapanpuluh
Badan Anggaran triliun dua ratus dua puluh satu miliar
DPR RI. sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | INSTITUSI/SEKTOR KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kemendikbudristek | 15 September 2022 Universitas menyampaikan saran dan
RI Pendidikan- RDPU Panja Perguruan | masukan untuk perbaikan pengelolaan
Kebudayaan Tinggi Komisi X DPR RI perguruan tinggi, termasuk berbagai

bersama

Nusantara.
2. Universitas

Malang.

Ulama Jakarta.

Utara.

1. Universitas Bina

Muhammadiyah
3. Universitas Nahdatul

4. Universitas Sumatera

yang tantangan yang dihadapi oleh
perguruan tinggi swasta. Catatan
utama usulan tersebut di antaranya:

1) peningkatan kualitas lulusan
perguruan tinggi;

2) pengembangan kerja sama
perguruan tinggi dengan dunia
industri dan Lembaga mitra;

3) peningkatan kualitas dan
pemanfaatan penelitian;
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NO | INSTITUSI/SEKTOR KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. Universitas 4) pengembangan produsen IPTEK-
Cendrawasih. Inovasi;
6. Institut Teknologi 5) pengembangan dana abadi
Kalimantan. (endowment fund);
Agenda: 6) mendorong fokus perguruan tinggi

1. Kondisi dan tantangan
dalam pengelolaan
PTS di Indonesia.

2. Penguatan akses,
mutu dan daya saing
PTS.

3. Penguatan kebijakan
anggaran dalam
penyelenggaraan PTS.

4. Masukan dan
Rekomendasi
Penguatan PTS.

mengembangkan tridharma
perguruan tinggi.

Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR
RI menghimbau para civitas perguruan
tinggi secara aktif memberikan
masukan kepada Pemerintah untuk
menyempurnakan Kebijakan Perguruan
Tinggi dan program turunannya dan
memberikan kontribusi pemikiran
secara kritis terhadap pembangunan
Pendidikan di Indonesia.

2. | Kemenparekraf
RI/Pariwisata dan
EkonomiKreatif

15 September 2022
RDPU Komisi X DPR RI
bersama Badan Perfilman
Indonesia (BPI)

Agenda:

Audiensi untuk
menyampaikan
perkembangan, tindak
lanjut, dan rencana
program kerja BPI 2022-
2026.

BPI menyampaikan informasi kondisi
perkembangan tata kelola perfilman di
tanah air dan masukan serta kendala
yang sedang dihadapi. Tantangannya di
antaranya; 1) belum adanya regulasi
yang mengatur hubungan industrial
antara manajemen talent dengan
Industri Perfilman serta perlindungan
terhadap pekerja lepas industri
perfilman, 2) belum terbentuknya
ekosistem perfilman Indonesia yang
menghubungkan setiap stakeholder yang
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ada saat ini.

Komisi X DPR RI mendorong
Kemendikburistek RI untuk
berkoordinasi dengan K/L lain agar
membuat regulasi yang mendukung
terciptanya integrasi para stakeholder
film dalam kerangka ekosistem
perfilman, sehingga menciptakan
hubungan industrial yang harmonis
dan saling menguntungkan untuk
kesejahteraan masyarakat.

Kemendikbudristek
RI/Pendidikan-
Kebudayaan

19 September 2022

RDPU Panja Perguruan

Tinggi Komisi X DPR

bersama:

1. Prof. Dr. Thomas
Suyatno

2. Prof. Dr. Dedi
Mulyasana,M.Pd.

3. Prof. Dr. Ir.
Purbayanto

4. Prof. Dr. Erman
Anom, M.M.,Ph.

Agenda

a. Kondisi dan
tantangan dalam
pengelolaan PTS di

Para narasumber menyampaikan sara
serta masukan untuk perbaikan
pengelolaan perguruan tinggi
khususnya untuk penguatan
perguruan tinggi swasta dari sisi tata
kelola, dukungan anggaran, jenjang
karir dosen swasta,kesenjangan mutu
PTN dan PTS, dll.
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Indonesia.

b. Penguatan akses,
mutu, dan daya
saing PTS.

c. Penguatan
kebijakan anggaran
dalam
penyelenggaraan
PTS.

d. Masukan dan
Rekomendasi
Penguatan PTS.

Kemendikbudristek
RI/Pendidikan -
Kebudayaan

19 September 2022

RDPU Komisi X DPR RI

Bersama

1. DPRD Kota Samarinda

2. Pengurus Besar
Perkumpulan Guru
Madrasah Nasional
Indonesia(PGMNI).

3. Forum Dewan
Pendidikan Indonesia

Agenda

1. Berdiskusi mengenai
RUU Sisdiknas Tahun
2023 dan
Permasalahan
Pendidikan di Kota

Narasumber menyampaikan berbagai
persoalan pendidikan di daerah, serta
saran masukan untuk perbaikan UU
Sistem Pendidikan Nasional agar revisi
RUU Sisdiknas menjadi solusi
peningkatan kesejahteraan dan kualitas
guru serta tidak multitafsir agar mudah
diimplementasikan di daerah.

Komisi X DPR RI mendorong agar
penyusunan Revisi RUU Sisdiknas
harus melibatkan masyarakat secara
luas dan mendengarkan aspirasi
daerah sehingga dapat
diimplementasikan di daerah dan
mampu meningkatkan kesejahteraan

guru.
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Samarinda.

2. Penyampaian

Rekomendasi Munas
Guru Madrasah dan
Rakernas.

Kemendikbudristek
RI/ Pendidikan -
Kebudayaan

22 September 2022
RDPU Komisi Komisi X
DPR RI bersama:

1. Persatuan Guru
Nahdlatul Ulama
(PERGUNU);

2. Rektor Universitas
Nusa Cendana.

Agenda :

1. Audiensi untuk
menyampaikan Hasil
Kongres III
PERGUNU tentang
Pembangunan
Manusia Indonesia,
Sistem Pendidikan
Indonesia, dan hal
lainnya.

2. Audiensi mengenai
upaya peningkatan
status pengelolaan
perguruan tinggi dan

Narasumber menyampaikan berbagai
persoalan pendidikan di daerah, serta
saran masukan untuk perbaikan UU
Sistem Pendidikan Nasional agar revisi
RUU Sisdiknas mengakomodir
kepentingan-kepentingan dunia
Pendidikan yang terbarukan,
menyejahterakan, mengayomi, dan
melindungi kepentingan pendidikan
nasional, mengutamakan dalam
pengambilan sikap berpikir kritis dan
berpikir konstruktif. Selain itu
narasumber meminta agar adanya
Kebijakan Anggaran Khusus
Pengembangan SDM untuk Perguruan
Tinggi di daerah 3 T dan adanya
Kebijakan Regulasi PTN- BH Khusus
Perguruan Tinggi di daerah 3 T.

Komisi X DPR RI meminta para
narasumber tetap aktif memberikan
masukan yang lebih terperinci kepada
pemerintah untuk menyempurnakan
kebijakan pendidikan dengan
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PTN PPKBLU menuju
Perguruan Tinggi
Negeri Berbadan
Hukum (PTNBH).

memberikan kontribusi pemikiran
secara kritis terhadap pembangunan
pendidikan.

6. Kemendikbudristek

RI/Pendidikan -
Kebudayaan

26 September 2022
RDPU Komisi X DPR RI
bersama
1. Forum Guru Belum

Passing Grade Dan
Belum Ikut Tes2021
(FGBPGDBT).

2. Dpd Asosiasi Guru
Pendidikan Agama
Islam Indonesia
(DPD AGPAII)
Kabupaten Bogor

Agenda :

1. Audensi terkait
Permen Nomor 20
Tahun 2022 tentang
Mekanisme Baru
Perekrutan ASN PPK
Guru.

Audiensi terkait usulan

kepada
Kemendikbudristek dan
KemenPANRB tentang

Narasumber menyampaikan berbagai
persoalan terkait pelaksanaan program
Seleksi 1 Juta Guru ASN-PPPK, di
antaranya perlunya evaluasi kebijakan
kategori prioritas yang akan diangkat
menjadi guru ASN-PPPK pada
PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2022
tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan
Fungsional Guru Pada Instansi
Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Komisi X DPR RI meminta para
narasumber tetap aktif memberikan
masukan yang lebih terperinci kepada
pemerintah untuk menyempurnakan
kebijakan tata kelola tenaga guru dan
pelaksanaan program Seleksi 1 Juta
Guru ASN- PPPK.
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bersama:

1. Badan Akreditasi
Nasional Perguruan
Tinggi (BAN PT).

2. Lembaga Akreditasi
Mandiri Perguruan
Tinggi (LAM PT).

Agenda :

1. Kondisi dan
tantangan
pengelolaan
akreditasi perguruan
tinggi dan program
studi.

2. Masukan dan
rekomendasi
penguatan
perguruan tinggi.

Program Studi. Para narasumber juga
memberikan masukan dan
rekomendasi penguatan perguruan
tinggi. Informasi tersebut di antaranya
1) masih terdapat banyak Perguruan
Tinggi/Program Studi melaksanakan
akreditasi dengan tujuan untuk
memperoleh Sertifikat Akreditasi,
sehingga Standar Pengawasan Mutu
Internal (SPMI) dilaksanakan
seperlunya, sehingga perlu pembinaan
agar tercapai pemahaman, kesadaran
dan tanggung jawabdalam
pelaksanaannya, 2) masalah yang
sering timbul dalam proses akreditasi
antara lain kurangnya pemahaman
tentang borang dan SIMAK, Tim
Akreditasi terlalu besar serta
melibatkan pejabat yang tidak
memahami teknis, dan lain-lain.

NO | INSTITUSI/SEKTOR KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
pengangkatan Guru
Pendidikan Agama Islam
yang mengabdi di SD
dan SMPN di Kabupaten
Bogor.
7. | Kemendikbudristek 27 September 2022 Narasumber menyampaikan gambaran
RI/Pendidikan - RDPU Panja Perguruan | kondisidan tantangan Pengelolaan
Kebudayaan Tinggi Komisi X DPR RI | Akreditasi Perguruan Tinggi dan
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Komisi X DPR RI meminta para
narasumber tetap aktif memberikan
masukan yang lebih terperinci kepada
Panja untuk menyempurnakan
kebijakan tata kelola penyelenggaraan
pendidikan tinggi.

Kemenpora RI/
Olahraga -
Kepemudaan

28 September 2022
RDPU Komisi X DPR RI
bersama Persatuan
Tenis Meja Ancol Barat

Agenda

Audiensi terkait
permasalahan tenis meja
Indonesia sesuai dengan
ketentuan hukum
olahraga dan hukum
yang berlaku di
Indonesia

Narasumber menyampaikan persoalan
yang sedang dialami oleh pembinaan
cabang olahraga tenis meja, yaitu
terdapat konflik kepengurusan Induk
Organisasi Cabang Olahraga Tenis Meja
(PTMSI) yang mengakibatkan banyak
kerugian, di antaranya tidak
dipertandingkan dalam multievent
olahraga nasional (PON) maupun
diikutsertakan dalam multievent
olahraga regional (SEA Games dan Asian
Games) dan internasional (Olympiade).
Narasumber mendorong Komisi X DPR
RI dan Pemerintah, untuk ikut
membantu menyelesaikan konflik
kepengurusan PTMSI sesuai dengan
Ketentuan Hukum Olahraga dan Hukum
yang berlaku di Indonesia

Komisi X DPR RI akan mengundang PP
PTMSI, PB PTMSI, KONI, KOI, Pemerintah
dan pemangku kepentingan Tenis Meja,
untuk mendapatkan solusi atas dualisme
PTMSI.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 September 2022)

NO | INSTITUSI/SEKTOR KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
9. | Kemendikbudristek 28 September 2022 Narasumber menyampaikan gambaran

RI (Pendidikan, RDPU Panja Pergruan kondisi, peluang, dan tantangan

Kebudayaan) Tinggi Komisi X DPR RI lulusan Perguruan Tinggi, serta

bersama:

1.

Ikatan Alumni
(Universitas
Padjadjaran,
Universitas
Indonesia, dan

UniversitasTrisakti.

Ketua BEM
(Universitas
Lampung,
Universitas Bina
Nusantara,
Universitas Gadjah
Mada, UII
Yogyakarta, dan
Institut Pertanian
Bogor).

Agenda

1. Kondisi, peluang,

dan tantangan
lulusan perguruan
tinggi.

. Masukan dan

rekomendasi
penguatan
perguruan tinggi.

masukan dan rekomendasi penguatan
Perguruan Tinggi. Catatan utama dari
narasumber di antaranya 1)perlunya
mahasiswa diberikan bekal

pengetahuan dan pengalaman di dunia

usaha dan kerja, 2) PT perlu
mendapatkan networking dengan
institusi perguruan tinggi terkemuka
di negara-negara lain untuk
meningkatkan akses informasi,
kapabilitas, dan eminence dan 3)
Perguruan Tinggi perlu
mengembangkan MBKM untuk
Organisasi Mahasiswa (Ormawa) agar
berlangsung kolaborasi ormawa intra
dan inter kampus, magang ormawa,
ormawa mengajar, penelitian/riset,
kegiatan wirausaha, studi/proyek
independen, dan membangun
desa/kuliah kerja tematik.

Komisi X DPR RI mendorong para
pemangku pendidikan tinggi untuk
mengembalikan filosofi tujuan
pendidikan, yang mampu
menghasilkan manusia yang tidak
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hanya memiliki keahlian (soft skill dan
hard skill), namun juga memiliki
kecerdasan emosi, spiritual dan
kepemimpinan. Komisi X DPR RI juga
meminta para narasumber tetap aktif
memberikan masukan kepada
Pemerintah untuk menyempurnakan
Kebijakan Perguruan Tinggi dengan
memberikan kontribusi pemikiran
secara kritis terhadap pembangunan
Pendidikan.
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1. | RUU Perubahan keempat | Tanggal 19 September 2022, Penjelasan Pengusul.

atas UU Nomor 24 Tahun | pykul 13.30 WIB, Rapat Pleno
2003 tentang Mahkamah | g, 4.1 Legislasi.

Konstitusi
2. | Menkumham dan PPUU Tanggal 20 September 2022, Pengambilan keputusan atas
DPD RI pukul 14.00 WIB, hasil penyusunan Prolegnas RUU

Rapat Kerja Badan Legislasi. Perubahan Prioritas Tahun 2022,
Prolegnas RUU Prioritas Tahun
2023, dan Prolegnas RUU
Perubahan Keempat Tahun 2020-
2024.

3. | RUU tentang Perubahan | Tanggal 21 September 2022, Harmonisasi RUU.
keempat atas UU Nomor pukul 10.00 WIB),
24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

Rapat Panja Badan Legislasi.

4. | RUU tentang Tanggal 21 September 2022, Harmonisasi RUU.
Pembentukan Provinsi pukul 13.00 WIB, Rapat Panja
Papua Utara Badan Legislasi.
5. | RUU tentang Perubahan | Tanggal 22 September 2022, Pengambilan Keputusan atas
Keempat atas UU Nomor | pukul 10.00 WIB, hasil Harmonisasi RUU.

24 Tahun 2003 tentang | po5at Pleno Badan Legislasi.
Mahkamah Konstitusi

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 September 2022)

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
6. | RUU tentang Larangan Tanggal 27 September 2022, RDPU dengan Produsen
Minuman Beralkohol. pukul 13.00 WIB, Minuman Beralkohol Tradisional
Rapat Dengar Pendapat dan Tokoh Adat Daerah dari
Umum (RDPU) Badan Banyumas, NTT, dan Bali.
Legislasi.
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NO | PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | BKSAP Pre — Event of the | Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI 15 September
8th G20 Fadli Zon mengatakan, tema Green Economy atau Ekonomi 2022.
Parliaments Hijau dalam sidang Parliamentary Speakers Summit (P20) pada

Speaker Summit. 5-7 Oktober 2022 mendatang merupakan keputusan tepat di
saat dunia tengah mengalami kemunduran dalam sisi
lingkungan dan juga renewable energy (energi terbarukan).

“Oleh karena itu, isu lingkungan akan menjadi isu utama yang
akan dibahas dalam P20 mendatang. Seperti yang kita tahu,
Indonesia mempunyai lingkungan yang harus menjadi
perhatian lebih. Kita harap dengan adanya sidang P20 isu
lingkungan bisa menjadi perhatian global untuk bisa pulih dan
melakukan perbaikan,” kata Fadli saat menjadi pembicara
dalam Pre Event to The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit
(P20) di Tangerang, Banten, Kamis (15/9/2022).

Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan bahwa acara P20
merupakan pertemuan yang akan dihadiri oleh Ketua
Parlemen yang terdiri dari seluruh anggota G20 dari berbagai
dunia. Dengan mengambil tema ‘Stronger Parliament for
Sustainable Recovery’ P20 memiliki beberapa isu prioritas yang
selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan dan
ekonomi hijau.
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Keketuaan Indonesia di P20 memiliki tujuan di antaranya
meningkatkan dimensi parlementer untuk mendukung agenda
global, mendorong interaksi dan kerja sama yang lebih erat
antara pemerintah dan parlemen dalam implementasi hasil-
hasil pertemuan G20. Kemudian, lanjut dia, memperkuat
interaksi antara ketua parlemen negara-negara G20 dan
negara-negara mitra, serta kerja sama dengan PBB dan
organisasi internasional lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Serda
menyampaikan, pada tahun 2021 terjadi bencana akibat
perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian hingga Rp544
trilliun. Untuk itu diperlukan kesiapan yang matang, yaitu
Green Economy sebagai bentuk tanggung jawab bersama
kepada lingkungan hidup. “Kita harus siap dengan ekonomi
hijau jangan sampai perubahan iklim terus membuat masalah
untuk itu tema Ekonomi Hijau dalam P20 dinilai sangat
penting,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

KSB -
BKSAP

Anggota GKSB
DPR RI -
Parlemen Meksiko
menghadiri
Resepsi Perayaan
Hari Nasional
Meksiko.

Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko, Susi Syahdonna
Marleny Bachsin (F-PGerindra) menghadiri Resepsi Hari
Nasional Meksiko di Kediaman Duta Besar Meksiko untuk
Indonesia (15/09/2022).

Kehadiran Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko
merupakan wujud partisipasi DPR RI dalam memperkuat
hubungan bilateral antara Indonesia - Meksiko.

Acara juga dihadiri beberapa duta besar negara sahabat dan
Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai perwakilan dari
Pemerintah Indonesia.

15 September
2022.
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Pimpinan BKSAP
dengan Delegasi

(20/09/2022).
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3. | BKSAP Wakil Ketua Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR 16 September
BKSAP DPR RI RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan Forum Parliamentary 2022.
menjadi Speakers’ Summit (P20) dirancang untuk memberikan
narasumber pa}da | dukungan parlemen terhadap penyelenggaraan dan
Forum Kor.nun}kam implementasi hasil-hasil pertemuan G20. Keduanya, sama-
dan Sosialisasi sama ingin mendorong upaya pemulihan yang berkelanjutan.
Kinerja DPR RI
bersama “Artinya, peran parlemen diarahkan untuk mengawal agar
\I}(Vooidmatonat pemulihan ini bisa sustainable. Parlemen menyediakan
artawan dukungan politik, menjembatani kepentingan masyarakat, dan
Parlemen (KWP), . . .
« memastikan agenda-agenda nasional maupun global bisa
bertema “Peran . , .. »
diimplementasikan dengan tepat di tingkat masyarakat,” kata
Pers dalam . . . . . .
Menyukseskan P20 Hafisz dalam diskusi Forum Komunikasi dan Sosialisasi
Stronger Parliament Kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen
for Sustainable (KWP), bertema Pers Dalam Menyuk’segkan P20 ‘Stronger
Recovery’”. Parliament For Sustainable Recovery’ di Bogor, Jawa Barat,
Jumat (16/9/2022).
4. | KSB - Wakil Ketua Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima Deputy 19 September
BKSAP BKSAP DPR RI Political Counselor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Todd 2022.
menerima Deputy Campbell di Ruang Pimpinan BKSAP DPR RI pada Senin
Political Counselor | (19/9/2022).
Kedutaan Besar
Amerika Serikat. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan perkenalan oleh
Deputy Political Counselor yang baru bertugas di Indonesia, serta
membahas dinamika politik Indonesia dan upaya penguatan
hubungan bilateral antara kedua negara.
5. | KSB - Jamuan Makan Pimpinan BKSAP DPR RI, menerima delegasi Parlemen Polandia 20 September
BKSAP Malam oleh pada Welcoming Dinner di Tugu Kuntskring Paleis, Menteng 2022.
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Parlemen
Polandia.

Pimpinan BKSAP terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon
(F-PGerindra) serta jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang
Dhielafararez (F-PDIP), Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), dan Achmad
Hafisz Tohir (F-PAN). Sementara itu, Delegasi Parlemen Polandia
dipimpin oleh Hon. Mr. Krysztof Gadowski, Ketua Polandia -
Indonesia Parliamentary Friendship Group yang juga didampingi
oleh Duta Besar Polandia untuk Indonesia, H.E. Mrs. Beata
Stoczynska.

Pada kesempatan tersebut, Pimpinan BKSAP DPR RI menyambut
baik kunjungan oleh Delegasi Parlemen Polandia, serta
berdiskusi dengan delegasi terkait situasi terkini Ukraina-Rusia,
keketuaan Indonesia di G20 dan persiapan penyelenggaraan
sidang P20 di DPR RI. Diharapkan kunjungan dari delegasi
Parlemen Polandia tersebut dapat membuka potensi kerja sama
di berbagai bidang, termasuk penguatan hubungan antar-
parlemen.

KSB -
BKSAP

Friendly Talk
Pimpinan BKSAP
DPR RI dengan
Delegasi Parlemen
Polandia.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) bersama
Wakil Ketua dan Anggota BKSAP DPR RI menerima Delegasi
Parlemen Polandia pada hari Rabu (21/09/22) di Gedung
Nusantara III Lt. 2.

Sejak terbentuknya hubungan diplomatik antara Indonesia
dan Polandia pada tahun 1955, hubungan kedua negara
sudah sangat erat. Semangat penguatan kerja sama antar
kedua pihak didasari oleh kesamaan nilai yang menjunjung

21 September
2022.
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tinggi penguatan demokrasi serta pembangunan dan ekonomi
yang inklusif.

Pada pertemuan ini ditekankan bahwa Indonesia dan Polandia
berupaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang
pertahanan maritim, industri pertahanan, pariwisata, ekonomi
hijau, energi terbarukan, pendidikan dan pertukaran pelajar .
Pihak Delegasi Parlemen Polandia juga mengundang Pimpinan
dan Anggota BKSAP DPR RI, GKSB DPR RI - Parlemen
Polandia, dan Pejabat Eksekutif Indonesia untuk berkunjung
ke Polandia. Ketua BKSAP menyambut baik undangan
tersebut serta berharap agar hubungan bilateral Indonesia -
Polandia dapat terus ditingkatkan.

Selepas pertemuan, Delegasi Polandia diarahkan untuk
mengikuti Tour Building yang dipandu oleh Humas DPR RI.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP
DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD), Achmad Hafisz Tohir
(F-PAN) dan Anggota BKSAP DPR RI, Puteri Anetta Komarudin
(F-PG) dan Dyah Roro Esti Widya Putri (F-PG)

KSB -
BKSAP

Courtesy Call
GKSB DPR RI -
Parlemen
Rumania dengan
Duta Besar

GKSB DPR RI - Parlemen Rumania menerima Dubes Rumania,
H.E. Mr. Dan Adrian Balanescu di Gedung Nusantara III Lt. 2,
Kamis (22/09/2022).

Pertemuan dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen
Rumania Nurul Arifin (F-PG) dan dihadiri oleh Anggota GKSB

22 September
2022.
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Rumania untuk
Indonesia.

DPR RI - Parlemen Rumania, Rachel Mariam Sayidina (F-
PGerindra) serta Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani (F-
PG).

Pertemuan membahas rangkaian agenda pertemuan pada
kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Rumania ke Bucharest
Oktober mendatang. Akan diagendakan pertemuan dengan
Kelompok Persahabatan Parlemen Rumania - Indonesia,
Komisi Luar Negeri Parlemen Rumania, dan Kementerian Luar
Negeri Rumania.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas perkembangan
konflik Ukraina - Rusia yang berdampak pada meningkatnya
jumlah pengungsi dari Ukraina ke Rumania. Selain itu dibahas
pula upaya peningkatan hubungan Indonesia - Rumania di
bidang pertahanan, ketenagakerjaan dan perdagangan.

KSB -
BKSAP

Rapat Internal
GKSB DPR RI -
Parlemen Uni
Eropa.

GKSB DPR RI - Parlemen Uni Eropa menggelar rapat internal
guna membahas program kerja dan rencana kunjungan ke
Brussels, Belgia. Rapat berlangsung secara tertutup di Lantai
7, Nusantara III, pada Kamis (1/9/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Uni
Eropa, Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP) dan dihadiri oleh
Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Uni Eropa Ichsan Soelistio
(F-PDIP) dan Sjarifuddin Hasan (F-PD).

Dalam Rapat tersebut juga disepakati untuk mengatur jadwal
kunjungan pada pertengahan bulan Oktober 2022. Selain

22 September
2022.
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DPR RI dan Ketua
GKSB DPR RI -
Parlemen Uni
Eropa dengan
Delegasi Komite
Pembangunan
Parlemen Eropa.

di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III Lt. 2.

Dalam pertemuan tersebut dibahas peningkatan kerja sama
antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di pembangunan
berkelanjutan, lingkungan, transisi energi & energi
terbarukan. Delegasi Komite Pembangunan Parlemen Eropa
juga menyampaikan apresiasi atas pentingnya peran Indonesia
dalam memperjuangkan pembangunan berkelanjutan di
berbagai organisasi internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Pihak DPR RI juga menyampaikan
pentingnya menemukan solusi dalam financing transisi energi.
Diharapkan juga dalam proses transisi energi dapat membuka
banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

NO | PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
mengagendakan pertemuan dengan Parlemen Eropa (European
Parliament), Delegasi juga akan mengadakan pertemuan
dengan Kadin Eropa (Eurochambres).

9. | BKSAP Ketua dan Ketua BKSAP, Dr. H. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Anggota 22 September
Anggota BKSAP BKSAP, Puteri Anetta Komarudin (F-PG) dan Dyah Roro Esti 2022.
menghadiri Widya Putri (F-PG) menjadi narasumber pada Dialektika
Dialektika Demokrasi “Melalui P20, Pertegas Peran Parlemen Mengatasi
Demokrasi Persoalan Global”.

“Melalui P20,
Pertegas Peran
Parlemen
Mengatasi
Persoalan Global”.
10. | KSB - Friendly Talk Pimpinan BKSAP DPR RI, menerima Delegasi Komite 22 September
BKSAP Pimpinan BKSAP | Pembangunan Parlemen Eropa pada hari Kamis (22/09/2022) | 2022.
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Pertemuan dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon
(F-PGerindra) yang juga dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua
BKSAP DPR RI, yaitu Putu Supadma Rudana (F-PD), Achmad
Hafisz Tohir (F-PAN) serta Ketua Grup Kerja Sama Bilateral
DPR RI - Parlemen Uni Eropa, Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP).

11.

KSI -
BKSAP

Embassy Briefing
P20.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
Fadli Zon memimpin Embassy Briefing untuk persiapan
penyelenggaraan Sidang The 8th G20 Parlementary Speakers
Summit atau P20. Dalam pertemuan ini Fadli Zon didampingi
oleh dua Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana
dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir.

Dalam pertemuan ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan
subtansi dan teknis persiapan dari P20, atau Pertemuan
Parlemen Negara-Negara G20 dan beberapa negara yang
diundang secara khusus dalam Sidang P20 yang akan
dilaksanakan pada tanggal 5-7 Oktober.

Akan ada empat isu yang menjadi perhatian khusus dalam
agenda P20, yakni tentang SDGs

(Sustainable Development Goals), Green Economy, Demokrasi,
dan Gender Equality. BKSAP berharap parlemen negara
sahabat bisa melahirkan pernyataan bersama untuk
dilanjutkan pada momentum G20 yang bertujuan untuk
kepentingan dunia internasional.

27 September
2022.

12.

KSR -
BKSAP

Rapat Koordinasi
dengan Kemlu
terkait persiapan
AIPA 2023.

BKSAP DPR RI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
RI membahas persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA). Pertemuan dipimpin oleh
Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dengan mengundang

29 September
2022.
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Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN beserta jajaran, dan
dihadiri oleh para Wakil Ketua BKSAP dan Anggota BKSAP
yang mewakili masing-masing Fraksi di DPR RI.

Ketua BKSAP menjelaskan bahwa Indonesia akan menerima
AIPA Presidency dari Kamboja pada akhir Sidang Umum ke-43
AIPA yang akan diselenggarakan pada akhir November 2022 di
Phnom Penh. Untuk menetapkan tema utama Sidang Umum
ke-44 AIPA tahun 2023, BKSAP mempertimbangkan
pentingnya ASEAN paska pandemi COVID-19 dengan
memperkuat konektivitas dan kerja sama serta menciptakan
komunitas yang lebih tangguh, inklusif, dan people-centered.
BKSAP juga telah menyusun key deliverables berdasarkan tiga
pilar ASEAN yaitu bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial-
Budaya.

KEMLU RI mengharapkan agar tema sidang dan key
deliverables Sidang Umum ke-44 AIPA tahun 2023 dapat
menyesuaikan aspek keketuaan Indonesia di ASEAN 2023,
yaitu mempertimbangkan proyeksi situasi dunia dan kawasan
serta situasi terkini di ASEAN. Pemerintah menekankan tiga
isu prioritas yaitu memperkuat sentralitas ASEAN, persatuan
ASEAN sebagai lokomotif perdamaian dan peran ASEAN untuk
kepentingan nasional Indonesia dan kawasan dan dunia.
Diskusi juga membahas isu-isu terkait stabilitas Kawasan,
Laut Cina Selatan, human security, ekonomi kawasan,
pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan,
identitas ASEAN serta organisasi ASEAN itu sendiri.

13.

KSB -
BKSAP

Rapim ke-34
BKSAP DPR RI.

Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PGerindra)
memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-34 secara fisik di Bogor
pada hari Kamis, 29 September 2022.

29 September
2022.
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Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR
RI yaitu Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD); Dr. H. Mardani Ali
Sera (F-PKS) dan Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).

Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa
Persidangan I dan II, khususnya terkait penyelanggaraan P20
minggu depan. Dibahas juga rencana partisipasi BKSAP DPR RI
di sidang - sidang AIPA, APPF, IPU 145, dan COP 27.

Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup Kerja Sama
Bilateral dengan negara-negara sahabat, dan kunjungan
diplomasi perorangan guna memaksimalkan berbagai program
kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.

14.

BKSAP

P20 Side Event:
Pathways of
Strengthening
Democracy
Through Open
Parliament.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon (F-PGerindra) membuka
acara P20 Side Event: Pathways of Strengthening Democracy
Through Open Parliament. Kegiatan bertujuan untuk membahas
berbagai aspek partisipasi publik dan urgensi dibangunnya ruang
publik di parlemen demi penguatan demokrasi.

29 September
2022.
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1. | Kunjungan Kerja Dalam Negeri: Peninjauan rumah sakit provider PT. Asuransi Jasindo
1. Bali, 13-16 September 2022 dan ke kantor perwakilan PT. Asuransi Jasindo di
2. Jawa Barat, 17-19 September daerah dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana
2022 program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta

keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Selain itu, hasil peninjauan juga dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap
pelayanan program Jamkestama.

2. | Kunjungan Kerja Luar Negeri: Tujuan Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Parlemen
1. Republik Ceko, 20-26 negara lain untuk melakukan diskusi atau bertukar
September 2022 pikiran mengenai pengalaman Parlemen Negara lain

2. Republik Kroasia, 27 dalam upaya penguatan lembaga parlemen dan sistem
September-3 Oktober 2022 pendukungnya. Tujuan khusus Kunjungan Kerja ini

adalah untuk mempelajari:

1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen
yang telah dipraktekkan oleh parlemen negara lain.

2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota
Parlemen dengan konstituennya.

3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana
kawasan kompleks parlemen, serta penataan
kawasan kompleks parlemen.

4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen.

5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota
Parlemen.
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6. Manajemen sistem pendukung (supporting system)
parlemen yang bertugas memberi dukungan
keahlian, teknis dan administratif.
3. | Rapat BURT dengan Sekretariat . Pagu Alokasi Anggaran RKA DPR RI Tahun Anggaran

Jenderal DPR RI

Senin, 26 September 2022
Agenda:

Nota Penjelasan Sekjen tentang
RKA DPR RI Tahun 2023
Berdasarkan Alokasi Anggaran.

2023 sebesar Rp6.083.497.483.000,- (Enam triliun
delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh
tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

a. Satker Dewan Rp4.469.514.793.000,- (Empat
triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar
lima ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan
puluh tiga ribu rupiah).

b. Satker Setjen Rp1.613.982.690.000,- (Satu triliun
enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus
delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh
ribu rupiah).

. BURT akan berkoordinasi bersama Banggar dan

Komisi XI untuk mengupayakan pemenuhan
kekurangan anggaran sebesar
Rp2.911.665.755.000,- (Dua triliun sembilan ratus
sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh
ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Menteri a. Pelaksanaan 1. Rapat Panja Belanja Pusat (BPP). Rapat Panja Belanja
Keuangan Undang-Undang; | 2. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pusat (BPP)
b. Pelaksanaan pemerintah pusat dalam APBN tahun 2023 | dilaksanakan pada
Keuangan Negara; diarahkan untuk: Selasa 20 September
c. Kebijakan a. Mendukung peningkatan kualitas SDM 2022 pukul 10.00
Pemerintah. Indonesia yang terampil, produktif dan WIB WIB di Ruang
berdaya saing, melalui: Rapat Badan
a) Peningkatan kualitas pendidikan; Anggaran DPR-RI.

b) Transformasi sistem kesehatan;

c) Akselerasi reformasi menuju sistem
perlindungan sosial sepanjang hayat
dan adaptif;

b. Mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur pendukung transformasi
ekonomi.

c. Mendukung revitalisasi industri bernilai
tambah dan berorientasi ekspor.

d. Mendukung adaptasi teknologi hijau,
pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT) dan transisi energi.

e. Meningkatkan ketepatan sasaran
penyaluran program bansos dan subsidi

f. Meningkatkan efektivitas implementasi
reformasi birokrasi.
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daerah (local taxing power) dengan tetap
menjaga iklim investasi, kemudahan
berusaha, dan kesejahteraan
masyarakat.

Mendorong pemanfaatan instrumen
pembiayaan untuk mengatasi
keterbatasan kapasitas fiskal dan
kebutuhan percepatan pembangunan
melalui:

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
g. Melanjutkan efisiensi belanja barang
yang bersifat nonprioritas.
h. Meningkatkan sinkronisasi dan
penajaman belanja bantuan pemerintah.
i. Mengantisipasi dan memitigasi risiko
fiskal dalam pelaksanaan APBN,
bencana, dan kegiatan mendesak
lainnya.
2 | Menteri a. Pelaksanaan . Rapat Panja Transfer ke Daerah (TKD) Rapat Panja
Keuangan Undang-Undang; . Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Transfer ke Daerah
b. Pelaksanaan TA 2023, menyepakati: dilaksanakan pada
Keuangan a. Adapun pokok-pokok kebijakan TKD TA | Rabu, 21 September
Negara; 2023, antara lain: 2022 pukul 10.00
c. Kebijakan b. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal WIB WIB di Ruang
Pemerintah pusat dan daerah serta harmonisasi Rapat Badan
belanja pusat dan daerah. Anggaran DPR-RI.
c. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD
yang terarah, terukur, akuntabel dan
transparan.
d. Meningkatkan kemampuan perpajakan
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a) pemanfaatan creative financing
(pinjaman daerah, penerbitan
Obligasi Daerah, dan/atau KPBU);
b) melakukan Integrated funding (kerja
sama pembangunan antardaerah,
hibah
daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan
APBD); dan
c) pengembangan pembiayaan
berkelanjutan.
3 | Menteri . Pelaksanaan . Rapat Tim Perumus Panja Belanja Rapat Tim Perumus
Keuangan Undang-Undang; Pemerintah Pusat (BPP) RAPBN 2023 Laporan Panja
. Pelaksanaan menyepakati laporan Panja Belanja dilaksanakan pada
Keuangan Pemerintah Pusat (BPP) RAPBN 2023; dan Kamis, 22
Negara; . Rapat Tim Perumus Panja Belanja Transfer | September 2022
. Kebijakan ke Daerah (TKD) RAPBN 2023 menyepakati | pukul 10.00 WIB
Pemerintah. laporan Panja Belanja Transfer ke Daerah WIB di Ruang Rapat
RAPBN 2023. Badan Anggaran
DPR-RI.
4 | Menteri . Pelaksanaan . Rapat Tim Perumus Panja Rancangan Rapat Panja dan
Keuangan Undang-Undang; Undang-Undang (RUU) RAPBN 2023; dan Perumus RUU APBN
. Pelaksanaan . Rapat Tim Perumus Panja Rancangan 2023 dilaksanakan
Keuangan Undang-Undang (RUU) RAPBN 2023; pada Jumat, 23
Negara; . Rapat Tim Perumus menyepakati laporan September 2022
. Kebijakan panja Rancangan Undang-Undang RAPBN pukul 10.00 WIB
Pemerintah. 2023. WIB di Ruang Rapat

Badan Anggaran
DPR-RI.
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S | 1. Menteri a. Pelaksanaan . Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Rapat Kerja Badan

Keuangan Undang-Undang; Kementerian Keuangan, Kementerian Anggaran

2. Menteri b. Pelaksanaan PPN /Kepala Bappenas, Kementerian dilaksanakan pada
PPN /Kepala Keuangan Hukum dan HAM serta Gubernur BI terkait | Selasa, 27
Bappenas RI Negara; Pembicaraan Tk.I/Pengambilan Keputusan | September 2022

3. Gubernur c. Kebijakan atas RUU tentang APBN TA 2023. pukul 10.00 WIB
Bank Pemerintah. . Pembacaan Laporan Panja Perumus WIB di Ruang Rapat
Indonesia Kesimpulan dalam rangka Pembicaraan Badan Anggaran

Tk.I/Pembahasan RUU APBN TA 2023.

. Pembacaan Pandangan Mini Fraksi sebagai

sikap akhir Fraksi atas Pembicaraan
Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA
2023.

. Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI

dengan Kementerian PPN /Kepala
Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM
serta Gubernur BI, menyepakati RUU APBN
2023 untuk kemudian diteruskan dalam
pengambilan keputusan Tk.II dalam Rapat
Paripurna DPR RI.

DPR-RIL
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1. Danny Darussalam Tax | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kegiatan Dilaksanakan pada
Center (DDTC) Keuangan Negara. | Paket Meeting di Cisarua, Bogor, tanggal 16 s.d. 18
Provinsi Jawa Barat dan melakukan September 2022.

pertemuan dengan Danny Darussalam
Tax Center (DDTC) terkait
Kepabeanan dan Cukai.

2. e The Court of Auditors | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan Kunjungan | Dilaksanakan pada
Spanyol; Keuangan Negara. | Luar Negeri ke Spanyol, selanjutnya tanggal 25 September
e Duta Besar RI dan melakukan pertemuan dengan The s.d 1 Oktober 2022.
Pejabat KBRI; Court of Auditors Spanyol, Duta Besar
e The Joint Commission RI dan Pejabat KBRI, dan
For Relations With The The Joint Commission For Relations
Court Of Auditors. With The Court Of Auditors dalam

rangka Dalam rangka melaksanakan
Fungsi Diplomasi Parlemen dan untuk
mendapatkan masukan terkait fungsi
dan tata kerja Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara di Parlemen.

kkdkkk
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